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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah 

Seringkali dalam suatu kehidupan rwnah tangga yang telah diikat oleh 

perkawinan yang sah muneul berbagai pennasalahan keluarga yang tidak jarang 

mendorong terjadinya perselisihan, bahkan lebih bw-uk lagi akan menjadi salah 

satu alasan bagi pasangan suami istri untuk memilih jalan pintas, yaitu pereeraian. 

Pennasalahan yang timbul yang biasa terjadi di keluarga-keluarga berpredikat « 

broken home" adalah salah satu pihak telah melalaikan kew~ibannya yang pada 

hakekatnya telah diamanatkan oleh UU Perkawinan No.II1974 sebagai kewajiban 

suami istri yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah. Adanya 

kew~iban yang telah dilalaikan di sini adalah seorang suami yang telah 

meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa pamit dan bersamaan dengan 

kepergiannya itu tidak pemah memberi nafkah baik kepada istri dan juga anak­

anaknya Akibat perbuatan nya itu dapat menimbulkan dampak bagi pihak lain, 

yaitu dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya Bahkanjika hal ini berlangsWJg 

berlarut-larut dapat menghalangi terwujudnya esensi atau tujuan dari perkawinan 

menurut UU No.1 tahun1974, pasal 1 ,n Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esan 

Muneulnya pendapat tersebut dikarenakan, akibat perbuatan tadi disadari atau 

tldak telah menuju pada ambang perceraian. Kaitan dalam permasalahan ini 
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rnencenninkan penegakan hukl.lm yang seharusnya karen a pada pnnslpnya 

perbuatan si ayah tersebut telah dijaugkau oleh aturan hukum yang ada sehingga 

dengan dernikian dapat dipastikan bahwa perbuatan itu di sanlping ketentuan­

ket.entuall daJam hukum perdata, selain itu juga melang,gar ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam huk'Um pidana 

Banyak di antara. para pillak yang bemlasalah dalam kehidupan nlrnah 

tangga seperti itu dalan1 mengJmdapi persoalan tersebut lebih memilih untuk tidak 

melalui jalur pengadilan dengan alasan bahwa. persoaJan tersebut sifatnya intern, 

yaitu mempakan persoalan keJuarga dan sebaiknya diselesaikan secara sendiri . 

Padahal persoalan -persoalan yang berlarut-Iarut yang menimbulkan perselisihan 

tems menerus itu apabila diselesaikan sendiri seringkali justru sulit tm.tuk 

rnencapai penyelesaiannya Sehillgga dalam hal ini ada jalan ke]mu· yang 

ditawarkan oleh Undang-undang yang berh.tiuan untuk memberikan perlindungan 

terhadap anak Jalan keluar yang dirnaksud adalah dengan rnenunjuk pasal-pasal 

yang mencanturnkan aclanya ke\llf~iban orang tua terhadap anak dan apabila 

ketentuan ini dilanggar, tentunya seorang anak rnempunyai hak ulltuk mengajukan 

gugatan untuk dapat mengadakan tuntutan terhadap perbuatan ayahnya yang telah 

rnelalaikan l-angg1.mgja\>vabnya. 

Dari I;-Itar hel:1htng di alas, ulaka p~nlIlif~811 ~krips i 1111 JD (':! (;oba 

Illengambil beberapa perm asal ah.m : 

<l . Dapatkah pasal 304 KUHP dijadikan sarana hukum untllk mendllJ... .. nug 

penyelesaian menumt jalur perdata? 
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b. Dapat atau tidalmya dilakukannya suatu upaya penuntutan terhadap harta keka-

yaan yang berada dalam kekuasaan seorang ayah oleh seorang anak? 

2. Penjelasan Judul 

Untuk menghindari agar tidak teIjadi perbedaan penafsiran mengenai judul 

skripsi " Tanggung Jawab Seorang Ayah Dalam Hal Melalaikan Kew~ibannya 

Terhadap Anak " ini, maka perlu diberikan suatu penjelasan terhadap pengertian 

yang terdapat pada judul tersebut. 

Mengenai istilah 'tanggung jawab', istilah ini memang sudah lazim 

digunakan dalam beberapa bidang hukwn antara lain bidang hukwn perdata dan 

hokum pidana Istilah tanggung jawab ini juga disamakan dengan istilah tanggung 

gugat NamlDl dalam hal istilah ''tanggung 808at" ini perlu dibedakan dengan istilah 

dalam bidang hokum administrasi brena dalam bidang hukmn administrasi, 

istilah tanggung gugat harus diistilahkan sebagai Governmental liability atau 

tanggung gugat pemerintahan. Yang membedakan antara kedua istilah itu hanya 

mengenai siapa yang bertanggung jawab. Dalam hukwn administrasi yang 

bertanggung 808at adalah pemerintah akibat perbuatan melanggar hokum, 

sedangkan istilah tanggung jawab adalah lDltuk menerangkan tanggtmg jawab 

seseorang pada umumnya 

Tanggung jawab dalam judul "Tanggung Jawab Seorang Ayah Dalam Hal 

Melalaikan Kewajibannya Terhadap AnBl(' lebih mengarah pada pengertian 

'pertanggung jawaban'. Pengertian pertanggung jawaban di sini lebih tepat 

dihadapkan pada suatu situasi di mana ada suatu kew~iban yang harus dilakukan 
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sehingga apabila ada suatu keadaan di mana kewajiban tersebut tidak dipenuhi 

maka pihak tersebut harns bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatannya 

itu. Dan untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka kewajiban itu 

harus &tau telah dicantumkan dalam suatu aturan hukum sehingga atm"an tersebut 

dapat dijadikan dasar keabsahan dari tindakan aparat penegak hukum untuk 

melaksanakan tugasnya dalam rangka melindungi kepentingan pihak yang 

dirugikan. 

Mengenai istilah 'melalaikan kewajibannya' perlu dikaitkan dengan pasal 

45 (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 45 (2) UU No.1 Tabun 1974. MenW1lt 

pasal45 (1) UU No.1 Tahun 1974 kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban 

untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. sedangkan 

pasal 45(2) pada intinya adalah membatasi jangka waktu kewajiban orang tua itu 

yaitu sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Meogenai kapan anak itu 

dikatakan telah kawin, maka memerlukan suatu pedoman sehingga eksistensi 

perkawinan itu benar-benar diakui. Maka pedoman yang dapat digunakan adalah 

pasal yang meyatakan syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 7 UU No.1 Tahun 

1974 yaitu bahwa perkawinan hanya dapat diUinkan apabila pihak pria sudah 

mencapai umllf 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

16 (enam belas) tabun. Sehingga pasal ini harns dipenuhi untuk menghindari 

kemungkinan besar untuk diadakan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 22 

UU No.1 TallUn 1974, " Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat wrtuk melangsungkan perkawinan. 
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Sedangkan mengenai pengertian dapat berdiri sendiri tidak diberikan aturannya 

dalam Undang-Undang No.1 Talnm 1974 maupun Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia namun istilah itu sebenamya dapat diartikan bahwa anak tersebut telah 

mempunyai penghasilan atau telah bekeIja sehingga dapat menghidupi dirinya 

sendiri. 

Sedangkan mengenai pengertian anak, berdasarkan kedudukannya maka 

status anak dibagi dua yaitu anak sah dan anak di luar kawin. Pengertian anak sah 

menurut pasal42 UUNo.l Tahun 1974 anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

skibat perkawinan yang sah, sedangkan anak di luar kawin dalam pengertian 

sempit berdasarkan pasal 43 UU No. ITahun 1974 anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Dankewajibanterhadap anakmenurutpasal45 (1) UUNo. 1 Tahun 1974 

yang dijangkau adalah harrjR terhadap anak sah, yang dapat ditafsirksIl dari pasal 

45 itu sendiri yaitu dari kata-kata « anak-anak mereka" NamlUl, anak-anak di luar 

kawin juga dapat menjadi anak sah melalui proses pengesahan anak yang tidak 

diatur dalam UU No.1 Tabun 1974 melainkan dalam BW yaitu pasal 5, di mana 

proses tersebut adalah : 

- pasal 272 BW : karena perkawinan orang tuanya 

- pasal 274 BW : adanya surat-surat pengesahsIl 

Namun dalam hal ini ada suatu perkecualian yaitu bagi pengertian anak di luar 

kawin akibat zinah tidak dimungkinkan untuk adanya pengesahan anak. 

Maka berdasarkan uraian di atas, pengertian yang dapat diambil adalah 

bentuk pertanggung jawaban dari seorana ayah karena telah melalaikan 
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kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap anak (yang sah), yaitu 

kewajiban yang tercantwn dalam pasal 45 (1) UU No. 1 Talum 1974 di mana 

kewajiban ito hanya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan utama penyuSWl untuk memilih judul "Tanggung Jawab Seorang 

Ayah Dalam Hal Melalaikan Kewajibannya Terhadap Anak" sebagai bahan 

dalam penyusunan skripsi ini adalah keinginan penyusun untuk mengetahui 

seberapa jauh tanggung jawab seorang ayah terhadap anak dan seberapa jauh 

tanggung jawab ito dapat dituntut oleh seorang anak dalam hal ayah telah 

melalaikan kewajibannya Sebab, seringkali dalam kenyataannya masalah 

tanggung jawab ito kurang mendapat perhatian sehingga pada akhimya 

berpengaruh pada melemahnya gugatan terhadap pihak yang dalam hal ini telah 

melalaikan kewajibannya Konsekuensi yang timbul adalah mendorong adanya 

lebih banyak lagi penyelewengan tanggung jawab, karena dalam diri mereka telah 

terbiasa dengan pemikiran yang optimis bahwa atas perbuatannya, mereka dapat 

berlindung di balik lemahnya sistem hukum yang ada Padahal. jika man ditelusuri 

lebih jauh lagi, perbuatan yang telah dilakukan sangat tidak sebanding dengan 

penderitaan yang dihadapi oleh anak akibat tnuuna masa lalu di mas a.-mas a 

mendatang. 

4. Tuju~ Penulisan 

. AdapWl tujuan yang dapat dipaparkan dalam skripsi ini adalah : 
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PertaIna, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Uni-

versitas Airlangga, maka skripsi ini dibuat Wltuk melengkapi tugas akademis dan 

persyaratan kurikuler Wltuk mencapai gelar Sarjana Hukum. 

Kedua, dengan penulisan skripsi ini diharapkan seorang ayah lebih 

memahami tentang arti penting tanggung jawab seorang ayah seperti yang telah 

diamanatkan oleh Wldang-Wldang dan juga di samping itu juga demi masa depan 

anak-anaknya 

Ketiga, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pihak yang dirugikan yaitu anak, bahwa sebenamya mereka telah mendapat 

perlindungan hukum atas hak-haknya sehingga perlu mengesampingkan pemikiran 

bahwa persoalan keluarga adalah persoalan intern dan mengajukan gugatan 

terhadap ayahnya di pengadilan demi memperjuangkan hak-hak yang seharusnya 

mereka terima 

Keempat, penulisan skripsi ini juga ditujukan bagi para pihak yang terlibat 

dalam praktek-praktek di pengadilan agar kedudukan, hak dan kepentingan anak 

di masa depan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan suatu putusan. 

5. Metodologi 

a. Pendekatan masalah 

Pendekatan yang digWIakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis nonna­

tif yaitu pendekatan masalah berdasarkan peraturan pefWldang-undangan yang ada 

b. Sumber data 

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan : 
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1. Data primer 

Data-data yang digunakan daJam penyuSWlan skripsi ini diambil berdasarkan 

peraturan penmdang-Wldangan, terutama yang berkait dengan permasalahan 

daJam suatu perkawinan. Peraturan penmdang-Wldangan itu antara lain UU 

No.1 TahWl1974, PP No.9 Tahtm 1975, UUNo.4 TahWl1979, BW, KUHP. 

2. Data sekunder 

Data sekwlder didapatkan dengan membaca literatur-literatur dan majaJah­

majalah yang menWljang permasaJahan daJam perkawinan. 

c. Prosedur Pengambilan Data 

Data dikumpulkan dengan cara diambil yang relevan dengan pokok persoalan, ke­

kemudian dikemukakan dalam skripsi. 

d. Analisis Data 

Dari berbagai data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan 

menggtDlakan metode deskriptif analistis, yaitu dengan memaparkan atau 

mendeskripsikan semua data yang didapat untuk kemudian dianaJisis dan dicari 

jalan pemecahannya 

6. Pertanggungjawaban Sistematis 

Bah I membahas tentang garis besar dan isi skripsi ini untuk mendapatkan 

gambaran singkat dan keseluruhan isi skripsi agar dapat dijadikan dasar bagi 

pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya 
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Bah II membahas tentang sarana hukum selain dalam bidang hulrum 

perdata yang dapat digunakan sebagai altematif bagi penggugat untuk 

memenangkan gugatan di pengadilan terhadap seorang ayah yang telah melalaikan 

kewaj ibannya 

Sedangkan bah ill mengulas tentaog dapat atau tidaknya dilakukan suatu 

upaya penuntutan terhadap barta kekayaan yang berada dalam kekuasaan seorang 

ayah oleh seorang anal< 

Bah IV merupakan bah penutup yang berisi kesimpulan dan sanm. 

Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam 

skripsi ini. Sedangkan saran adalah pendapat yang perlu dipertimbangkanjika 

hendak membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini 

di masa yang akan datang. 
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P ASAL 304 h..'1JHP SEBAGAJ SARAl~A PENl)UklJNG BAGI 

PEN'fELKSAlAN l\ffiNVRUT JALUR PERDATA 

1. PCl'buahm scorang ayah yang mclalaikan kewajibannya terhadap anak mel1lpa-

wanprcst.asi atau om'cchtmatigcdaad 

P\?r!unya :matu bataS:.lll yang j elas antara bentuk vvanprestasi mau perbuatan 

rnelallggar hU.kurn (oJ1n~chimatjgedaad) terhadap suatu perbuatan ayah yang melalaikau 

kewajibrumya terhadap anak, pada prinsipnya adalah untuk: menghindari suatu pemikiran 

y~U1g keliru dari banyak on.lllg yang selahl mengidentikkan bahwa suatu pelanggaran 

tcrhadap kewajiban yang hams dipeHuhi oleh seseorang adalah sebagai wanprestasi. 

Sebelt.mmya perlu dipahruni bahwa istilah w<Ulprest.asi dan onrechtmatigedaad 

adalah istilah wanprestasi dan onrechtmatigeda..1.d merupakan istilah yang ada dalam 

bid<Ulg hukum Perdat.a. Berikut illi akan dikemukakan sekilas ten tang sifat keperdataan 

dari kasus yang menyangkut tentang perbuatllil ayah yang melalaikan kewajibannya 

tl;1rhadap anak, sehingga kedua istilah itu dapat. dipergtmakan. 

Prinsip dru-i perkara perdata adalah perkara antara individu atau perorangan yang 

sa{:11 (kllgclIl indiviou atan pt>roranfwn ycmg iain (hmgan tihk berat kep~"ntingan privaat 

seperti haInya :y'ang diatur dalrun Kitab Undang-Undang Hukum SipillBVi1. 1 "Titik berm 

kepelltillgan privaC adalall untuk menunjukkan bahwa hukum perdata bertujuan untuk 

rncmcEhara hal< perseorangan, yang mana dalam kasus tersebut hal< perseorangan yllilg 

dirnal<sud adalah hal< anak (d<ln istri), yaitu hal, trotuk mendapatkan nafkah. 

i Willy :'1(lcnarto, "Siapa yang dapat. menentuk,U1 perkar a itu perkaril pi dana at au perkara perciata" , 
M~r<;!~\~, :::,To. 3721 88 Th. XLITI, Sc:pLcfnk.r 1989, h.S 

12 
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Dan pengaturan di dalam BW juga meliputi tentang perkawinan, yang termasuk dalam 

buku I tentang orang. Kemudian dalam perkembangamy8, muncul UU khusus yang 

mengatur tentang perkawinan sehingga berlakulah asas lex specialis derogat legi 

generalis. 

Kembali padamasalah wanprestasi dan onrechtmatigedaad, maka untuk dapat 

dikatakan telah teIjadi suatu wanprestasi ( yaitu suatu keadaan di mana tidak dipenuhinya 

suatu kewajiban ) apabila ada suatu perjanjian. Sehingga secara a contrario dapat 

dikatakan, jika tidak ada perjanjian, maka keadaan yang timbul bukan wanprestasi, 

melainkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). Dalam hal menelusuri 

tentang ada tidaknya peIjanjian itu, bukan dilakukan pada tahap hubungan antara ayah dan 

anak. Hal ini dikarenakan, masih ada pemikiran yang keliru bahwa untuk dapat 

dikategorikan sebagai perouatan wanprestasi, maka yang dikaji adalah apakah ada suatu 

hubungan hukum dalam bentuk peIjanjian tersendiri dalam hubungan antara orang tua 

(dalam hal ini ayah dan anak), terlepas dari suatu perjanjian di dalam perkawinan. Alasan 

. mengapa dalam upaya mencari bentuk perjaqjian tidak dilakukan terhadap orang tua dan 

anak, karena anak pada hakekatnya merupakan akibat dari adanya suatu perkawinan. oleh 

karena itu untuk meninj811 ada tidaknya perjanjian adalah dengan bertolak dari 

perkawinan itu sendiri. 

Sehingga, pada tahap selanjutnya yang perlu dipahami adalah apakah perkawinan 

itu merupakan suatu perjanjian. 

Untuk menjawab permasalahan apakah perkawinan itu merupakan suatu 

perjanjian, maka perlu untuk meninj811 sifat-sifat perkawinan itu sendiri. 
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Unsur essensial dari suatu perjanjian OOalah OOanya kala sepakat. Namun, kata 

sepakat s~a belmn cukup untuk menentukan OOanya suatu perjanjian. Karena,. seperti pOOa 

janji kawin di mana seorang pria menjanjikan untuk meogawini seorang wanita dan 

kemudian ada kesepakatan antara kedua belah pihak, meski dalam peristiwa ini ada 

kesepakatan, "namun tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian. 

Sebagai tolok ukw- untuk mengetahui apakah perkawinan itu merupakan suatu 

perjanjian, dapat menggunakan pasal 1313 BW. Pasal 1313 BW ini menegaskan tentang 

definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang &tau lebih mengikatkan 

dirinya terhOOap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1313 BW, 

untuk suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian harns memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Adanya suatu perbuatan 

2. Perbuatan tersebut harns menimbulkan suatu keadaan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan kata lain perbuatan 

tersebut harns bertujuan menciptakan suatu perikatan. 

Pasal tersebut menunjukkan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Atau dengan 

kata lain perikatan harns merupakan isi dari suatu perjanjian, yang berarti perjanjian 

menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kew~iban antara dua pihak.2 

Bahkan, dikatakan lebih lanjut bahwa perjanjian adalsh sekelompok atau sekumpulan 

perikatan-perikatan yang mengikat pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.3 

2J.Satrio, Hukum PeIjaniian, Cel. I, Citra Aditya BakH, Bandung, 1992,11.3 

3Ibid, h.4 
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Sehingga dalarn suatu hubungan antara perjmtiian dengan perikatan, maka perikatan 

merupakan suatu pengertian hukum (rechtbegrip), dan karenanya. tak ada wujudnya, 

sedangkan yang nampak, kalau ia berupa perjanjian tertulis, adalah perjanjiannya 4 

Masih dalarn kaitannya dengan pasal 1313 BW, maka perbuatan hukum yang 

dimaksud adalah perjanjian, sedangkan suatu perjanjian mempunyai nilai lebih sebagai 

suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut menimbulkan perikatan. 

Pennasalahan pertama, apakah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. 

Adanya persyaratan perbuatan hukum ini adalah untuk membedakan dengan jmtii kawin, 

di mana justru karena persyaratan tentang perbuatan hukum ini tidak dipenuhi, maka janji 

kawin itu sendiri tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian. Karena janji kawin bukan 

perbuatan hukum, maka jelas bahwa janji kawin itu juga bukan merupakan hubungan 

hukum. Bahkan, J Satrio lebih menganggapnya sebagai perikatan moral, terutama janji 

dalarn kehidupan sehari-hari.5 

Dalarn hal ini BW telah menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. 

Undang-Undang ini tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan 

(huwelijk) digunakan dalarn dua arti, yaitu: 

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan", seperti yang 

digunakan dalam pasall04 BW. 

Juga dalam arti yang sarna, istilah perkawinan digunakan dalam pasal 209 sub 3, 

"setelah perkawinan". Jadi, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan pada suatu saat tertentu; 

4ThiQ, h.6 

1bid, h.15 
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2 . . Sebagai suatu "keadaan hukum", yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang 

wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai 

akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai 

status sebagai suami dan pihak wanita sebagai istri.6 

Perlunya istilah perbuatan diartikan sebagai perbuatan hukmn, karena menurut 

para smjana mengandung banyak kelemahan. Karena, tanpa istilah perbuatan hukum maka 

akan mengundang suatu penafsiran bahwa perbuatan onrechtmatige daad dan 

zaakwaameming tennasuk dalam kategori perbuatan tersebut 7 

Bukti bahwa perkawinan sebagai perbuatan hukum dapat ditemukan pada pasal 

104 BW yang menyatakan (( Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu 

perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu peIjanjian 

bertimbal balik. Pasal ini, sekaligus telah memberikan dua arti penting, yaitu menguatkan 

argumen bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian dan sekaligus menyatakan bahwa 

perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga kata sepakat yang membentuk 

perkawinan itu bukanlah merupakanjanji-janji moral bel aka 

Dengan dipenuhinya unsur perbuatan hukum, maka perkawinan dapat dikatakan 

sebagai perj anj ian. Namun hal ini menimbulkan suatu pertanyaan di mana perbuatan 

hukum yang dimaksud dalam suatu perkawinan adalah perbuatan melangsungkan 

perkawinan, lalu kapan atau ukuran apa yang dapat menentukan adanya suatu perjanjian di 

sana Untuk menjawab pennasalahan itu, maka di sini dikatakan bahwa tmtuk menentukan 

adanya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat. 

6Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Penmdang·Undangan Perkawinan di Indonesia, 
AirJangga University Press, Surabaya, 1986,h. 35 

1J Satrio, Op.Cil, h. 20 
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Pennasalahan tersebut kemudian lebih terjawab dengan mengambil suatu bentuk 

perkawinan menurut Hukum Islam. Perkawinan menurut Hukum Islam ini sekaligus 

memperkuat argwnentasi bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian. 

Kemudian mengenai kesepakatan dalam perkawinan yang pada akhirnya 

memberikan suatu bentuk perj8Qjian pada suatu perkawinan, dapat ditunjukkan melalui 

bentuk perkawinan menurut Hukum Islam. 

Dalam bahasa Arab, perkawinan diartikan sebagai nikah yang dalam hal ini mempunyai 

arti yang luas akan tetapi dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu, yaitu: 

Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan wanita untuk melanjutkan ketunman.8 

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan 

persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wan ita alas dasar kerelaan dan 

kesukaan kedua belah pibak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan­

ketentuan yang sudall diatur oleh agarna9 

Dari pengertian nikah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nikah adalah persetujuan atau perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria 

dan seorang wali pihak wan ita; 

2. Untuk ada atau terjadinya nikall harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah 

pihak yang akan melakukan nikah. 

Akad nikah, yaitu perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan 

mempelai pria di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut Syariah.10 

8Soetojo Prawirohamidjojo, Op.Cit., h.27 

9Ibid 

IOIbid, h.32 
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Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa suatu peIjanjian dibentuk oleh wurur 

yang esensiil, yaitu kata sepakat. Kala sepakat dalam perkawinan menurut Hukmn Islam 

ini ·ditunjukkan dengan adanya "ijab", yaitu penyerahan mempelai wanita oleh walinya 

kepada pengantin pria, dan "kabul" yaitu penerimaan mempelai wanita oleh mempelai 

pria. Lebih tegas lagi dapat dilihat pada lafa! ijab yang berbwtyi "Aku nikahkan engkau 

dengan si .... dengan mas kawin ... " yang harns segera dijawab dengan lafal kabul yang 

berbWlyi," Aku terima nikahnya si. .. dengan mas kawin .... " 

Untuk suatu perkawinan dapat dikatakan mempunyai nilai lebih untuk dikatakan 

sebagai peIjanjian, maka perlu ditinjau lebih I anj ut, apakah perkawinan sebagai 

perjanjian telah memenuhi persyaratan pasal 1313 BW, di mana pasal ini mensyaratkan 

bahwa perjanjian terse but melahirkan suatu perikatan. 

Permasalahan itu telah terjawab dengan adanya pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, di mana 

pasal terse but menjelaskan tentang definisi perkawinan, di mana perkawinan adalah suam 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

MahaEsa 

Pasa! di alas telah dengan jelas menunjukkan bahwa ada suatu bentuk perikatan dalam 

suatu perkawinan. 

Dengan demikian lengkaplah BUatu perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu 

perj anj ian. Nam1.ID permasalahan mulai timbul ketika Buku III BW berbicara masalah 

perjanjian, di mana dalam peIjanjian yang dimaksud dalam Bu .... 'U III BW ini tidak 

termasuk perkawinan sebagai suatu perjrutiian. 
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Tentang pennasalahan itu dijawab oleh J. Satrio, bahwa peIjanjian secara umum clapat 

mempunyai arti yang luas dan arti yang sempit, yakni: 

a. Dalam arti yang luas suatu peIjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan 

skibat hulrum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, 

tennasuk di dalamnya perkawinan, peIjmUian kawin dan lain-lain. 

b. Dalam arti sempit peIjanjian di sini hanyalah ditujukan kepada hubungan-hubungan 

hulrum dalam lapangan hulrum kekayaan s~a, seperti yang dimaksud oleh Buku ill BW.ll 

Selanjutnya dikatakanjuga bahwa Huktun PeIjanjian dibicarakan sebagai bagian daripada 

Hukwn Perikatan, sedangkan Hukwn Perikatan adalah bagian daripada Hokum Kekayaan, 

mska hubungan yang timbul antara para pihak di dalam peIjanjian adalah hubungan hukwn 

dalam lapangan hokum kekayaan. 12 

Sehingga, berdasarkan pemyataan tersebut, dikatakan bahwa Hukum Perjartiian hanya 

menyangkut perjanjian dalam lapangan harta kekayaan, dengan tetap tidak menutup 

kemungkinan bagi suatu perkawinan untuk dikatakan sebagai suatu perj anj ian, namun 

perjanjian dalam arti luas. 

Suatu perjanjian akan melahirkan suatu perikatan, di mana para pihak saling 

terikat oleh karena peIjanjian itu sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan 

kewltiiban. Lebihjelas lagi dikatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua 

pihak, di mana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewltiiban. 

11 J Satrio, Op.Cit., h. 23 

12lbid 
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Sehingga kemudian kembali pada masalah perkawinan, dari perkawinan sebagai 

suatu perjanjian, pada akhimya akan melahirkan suatu perik81an yang memberikan hak dan 

ke~iban bagi para pihak, yaitu suami dan istri. 

Dalam hal ini yang perlu ditekankan bahwa skib81 dari BUatu perkawinan tidsk hanya 

menimbulkan hak dan kew~iban bagi suami istri tapi juga melahirkan hubungan antara 

orang tua dan anak, yaitu hak dan kew~iban orang tua terhadap anal<. Hal ini dikarenakan, 

kehadiran anak juga merupakan akib81 dari suatu perkawinan. atau dengan kata lain lahir 

dari suatu perkawinan. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, 

yaitu terdiri 81as ayah, ibu dan anak, bahkan menurut hukum adat tujuan perkawinan 

adalah untuk memperoleh keturunan. 13 

Hak dan kew~iban orang tua terhadap anak ini terdapat dalam pasal 45-49 UU 

No.1 Tahun 1974. 

Jika sejak awal dikatakan bahwa perJanJlan melahirkan perikatan yang kemudian 

memberikan hak dan kewajiban pada para pihak. maka dalam perkawinan hak dan 

kew~iban antara orang tua dan anak timbul dari perjanjian. Konsekuensi dari pemyataan 

ini, perbuatan orang tua dalam hal ini ayah, yang tidak memenuhi kew~ibannya terutama 

dalam pasaI 45 UU No.1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai suafu wanprestasi. Tentang 

bagaimana istilah wanprestasi ini digtmakan dalam suatu perjrutiian, tidak terlepas dari 

suafu pendapat yang menyatakan bahwa : 

Suatu perbuatan hukum yang sangat terkenal dalam hukum perikatan adalah 
"somasi", artinya suatu pemberitahuan atall pemyataan kepada yang berhutang 
(debitur), bahwa kreditur menghendaki pehmasan perikatan itu dengan segera atau 
pada waktu yang disebutkan dalam pemyataan itu. Sekiranya debitur, waJaupun 

IlSoetojo Prawirohamidjojo, Op,Cit., h. 7 
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sudah diberikan somasi. masih tidak memenuhi juga akan kewajibannya, maka ia 
telah melakukan suatu ciderajanji (wanprest.asi).14 

NamWl ternyata, permasalahan tidak selesai dengan hasil akhir bahwa perbuatan 

seorang ayah yang melalaikan kewajibannya terhadap anak sebagai suatu wanprest.asi. 

Ada beberapa hal yang dapat dipakai untuk menentang pernyataan di atas: 

1. Menyangkut konsekuensi dari penempatan yang teq>isah antara perjanjian per-

janjian perkawinan dengan perjanjian dalam Buku ill BW. Konsek'Uensi yang 

dimaksud di sini adalah bahwa dalam perjaIliian memuut Buku III BW. dianut 

suatu aturan umum antara lain asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan 

berkontrak ini mengandlIDg pengertian bahwa walauptID aturan hukum 

menentukan tentang hak dan kewaj iban para pihak, namWl yang berlaku adalah 

isi perjanjian para pihak itu sendiri, apabila isi perjanjian itu menentukan lain. 

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 BW. Dalam hal ini hukum menjalankan 

fungsinya sebagai aanvullend recht, yaitu hukum sebagai pelengkap. 

Penempatan yang teq>isah, mengakibatkan asas-asas yang terdapat dalam 

perjanjian memuut Buku ill BW tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian 

perkawinan. Dengan kata lain dalam perkawinan, hak dan kewajiban 

ditentllkan oleh hukum, dan apabila dalam isi perjanjian mene.ntukan Jain, 

maka yang berlaku adalah tetap hak dan kewajiban sobagaimana yang telah 

dimmuskan oleh hukum. DaJam hal ini hu]nIDl menjalankan fimgsinya sebagai 

dwingend recht, yaitu hukum bersifat memaksa. Sehingga atas dasar pemikiran 

14Achmad Sanusi. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tat.a Hukum Indonesia. eet. IV. Tarsito. 
Bandung, 1 991 , h. 188 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



22 

seperti itu, maka hak dan kew~ iban antara orang tua dan anak juga ditentukan 

oleh hukum 

2. Dalam bukunya Soetojo, diperoleh suatu pemahaman baru bahwa dalam 

suatu perkawinan sebagai perjanjian, isi hubungan hukum, kecuali yang 

menyangkut pribadi mereka, dijauhkan dari ketetapan kehendak mereka Ini 

tampak dalam kata-katanya antara lain: 

Sejauh ini, hubungan hukumnya berdasarkan pernyataan kehendak timbal 
balik, pasti bukanjika putusan itu membawa serta bahwa isi dari hubtmgan 
hukum itu akan ditentukan oleh para pihak. Justru pernyat.aan kehendak ini 
adalah yang esensial dari persetujuan yang membuat dilahirkannya 
perikatan di dalam arti buku ill BW. Apakah seorang pria dan seorang 
wanita akan kawin adalah suatu persoalan mengenai pernyataan kehendak 
mereka yang bebas -- isi hubungan hukum mereka -- sebegitu jauh 
menyangkut pribadi merek, dijauhkan dari ketetapan kehendak mereka 
Justru di sinilah tElrdapat perbedaan di dalam sifat hukum antara 
perkawinan itu dan perjanjian kawin daJam bidan~ hukum harta kekayaan 
(vennogensrechtelijke huweelijkse voorwaarden). 5 

Dengan kata lain berdasarkan pernyataan di atas hukum masih memegang peranan 

penting daJam menentukan hubungan antara suami dan istri. Dalam pasal 30-34 UU No.1 

Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, jika. dikaitkan dengan pendapat 

Soetojo, maim hak dan kewajiban suami istri itu diatur oleh hukum, di luar ketetapan 

kehendak para pihak, sedangkan hak dan kewajiban di Iuar pasal-pasal yang diatur oleh 

hukum adalah menyangkut pribadi mereka sehingga tentang pelaksanaannya adalah 

tergantung para pihak sendiri. 

Pernyataan di atas Iebih membuka. pemikiran kita bahwa apabila di kemudian hari ada 

salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kew~iban (yang ditentukan oleh 

15Soetojo Prawirohami dj oj 0, Oo.Cit., h.36 
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hukum) bukan lagi sebagai perbuatan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum 

atau onrechtmatige daad. 

3. Sri Soedewi, mengupas tentang permasalahan dapatkah gugatan berdasarkan 

tidak dipenuhinya atau tidak sebagaimana sehamsnya dipenuhinya sebuah 

perjanjian diajukan sebagai gugatan berdasarkan perbuatan me I awan'hukurn. 

(Beliau mengistilahkan perbuatan melanggar hukurn dalam pasal 1365 BW 

sebagai perbuatan melawan hukum). 

Oleh Hoge Raad beberapakali telah diutarakan (terakhir HR 11 Juni 1926 
W 11521, NJ 1926 halaman 1049) bahwa ketentuan-ketentuan tentang 
perbuatan m~lawan hukum s(':bagaimana termuat daIanl pasal 1365 db. BW 
tidal< dapat dianggap berlaku dalam hal wanprestasi , demikian itu oleh 
karena akibat-akibat daripada wanprestasi telah dil:ltUf secara khusus, 
tetapi itu kecuaJi j ikalau vlianprestasinya juga tanpa perj anj i,Ul dapat 

1 ' dipalldang melawan hukum. 0 

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat dipastikan bahwa keadaan yang timbul 

akibat tidak dipenuh inya ke\-\'3jib ~U1 oleh st"orang ::tyah bukanJ,ah mrrupakan wanprestasi, 

melainkan smtiu perbuat~UJ yang melanggar hukum (onrectmatigedaad), di mana selain 

alasan-ala..;;an di atas dapat juga diberikan satu argumentasi Jagi , yaitu bahwa perbuatan 

seorang ay~h yaug melalaikml kewajiban terhadap anak l~bih cenderung kepada perbuatan 

melanggru- hukum, karena Ie-bih memenuhi salah 8atu tIDsur dari perbuatan melanggar 

hukmJJ yaihl bertt~IlI~Ulgan deugall kew~ibau hukum. 

Untuk selanjutnya masih ada 8atU hal utama yang perlu diperhatikan dalam 

pembicaraan mengenai perbuatan melanggar hul'lUTI, yaitu 

pertama, dapat atau tidaknya perbuatan seorang ayah yang melalaikan kewajibannya 

terhadap amtk dengan meninggalkan selarna beliahun-tahun ditambah dengan tidak 

16Sri Soedewi Masj choen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian B , Liberty, Yogyakarta, 1980, h.' 62 
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memberi nafkah dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dan yang kedus, jika 

benar itu merupakan perbuatan melanggar hukum, maka hukum mana yang dilanggar oleh 

perbuatan tersebut. 

Perbuatan melanggar hukum itu sendiri diartikan tidak hanya perbuatan yang 
Jangsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung 
melanggar peraturan lain daripada hukum. Yang dimaksudkan dengan peraturan 
lain adalah peraturan eli lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun. 
Maksud dari eksistensi pengaturan lain ini adalah agar para penguasa terutama 
para hakim tidak begitu terikat pada kata-kata yang tercantum dalam Undang­
Undang. Sehingga kondisi ini memungkinkan untuk memberikan temp at bagi nilai­
nilai atau perasaan keadilan, yang pada tiap waktu berada dalam dada para 
anggota masyarakat tentang suatu hal yang tertentu. 17 

Sedangkan ketentuan aturau hukum yang menymggung masalah perbuatau melanggar 

huklUn itu adalah pasal 1365 BW, di mana pasal ini menunjukkan bahwa sebagai akibat 

perbuatan melanggar hukum tersebut, maIm diterapkan sanksi yang berupa ganti rugi. 

Sedangkan mengenai apakah perbuatan seorang ayah tersebut dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar hukum atau tidak, maka ditinjau dari 2 sisi , yaitu : 

(1 ) secara langsung melanggar hukum 

Ketentuan hukum yang mengatur berkenaan dengan perbuatan seorang ayah yang 

meialaikan kewajibannya terhadap anak adalah pasal 45 UU No.1 TallUn 1974, yaitu 

menyangkut kewaj iban antara orang tua dan anak. Pasal 45 (1) terse but menyatakan " 

kedua orang tU3. wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-

baiknya " 

Pasal ini menegaskan tentang peran kedua orang tua dalam tugasnya untuk bersama-

sarna memelihara dan mendidik anak-anak mereka Males, apabila ada salah satu 

17Wiryono Prodjodikoro. Perbuatan Melanggar Hl.lkum Dari Segi Hukum Perdata, Cet.I, Mandar 
Maju, Bandung, 2000, h.6 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



25 

orang tua yang meninggalkan anak-analmya yang seharusnya berkewajiban untuk 

mernelihara dan mendidik mereka, telah menyalahi atau melanggar ketentuan dalam 

pasal45 (1) ini. 

Sedangkan mengenai ruang lingkup pengertian rnernelihara dan mendidik ada 2 

definisi yang diberikan) yaitu: 

H. Perneliharaan adalah pemberian temp at tinggal, makanan, pakaian dan perawat.-

an jika anak tersebut sakit) sedangkan mendidik adalah mendidik anak tersebut 

menjadi rnakhluk sosial. Bagian yang utarna dari kewajiban orang tua ini adalab 

menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri di kemudian hari. 18 

b. Selain itu,masih dalam rangka memberi definisi yang lebih spesifik tentang peme-

liharaan dan pendidikan itu, dalam hubungan antara orang tua dan anak, ada 

kewajiban orang tua dalam memberikan penghidupan (alimentatie plicht). Jadi 

selama anak masih minderjarig maka orangtuanya wajib memberi nafkab dan 

penghidupan kepada anak itU. 19 

Dengan adanya kedua definisi itu secara tegas dapat dikatakan babwa perbuatan seorang 

ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut telab melanggar hukum, yaitu pasal 45 UU 

No 1 Tabun 1974 . 

(2) secara langsung melanggar peraturan lain dari huktun 

Yaitu salah satunya akan dipandang dari segi keagamaan, misal menurut Bismar 

Siregar mengenai ~aran tentang tangglmg j awab orang tua lmtuk mendidik anak, yaitu 

IBSoetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, eet. II, Airlangga 
University Press, Surabaya, 1995, h. 202 

19Soetojo P rawirohamidjojo dan Asis Safioedin, }Iukum Orang dan Keluarga, Cet. Ill, Alumni, 
B?~dung, 1979,h. 183 
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sabda nabi," Setiap anak dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua 

orang tuanyalah yang menjadikan iagolongan Yahudi, Nasrani atau M~usi.»20 

Selain definisi tentang perbuatan melanggar hukum di atas, lebih lanjut Achmad 

Sanusi mengistilahkan pasal 1365 BW sebagai perbuatan melawan hukum, dan 

dikatakan bahwa sesuatu hal adalah melawan hukum apabila: 

(a) Melanggar hak-hak subyektiforang lain; 

(b) Bertentangan dengan kewajiban hukurn sendiri~ 

( c) Menyalabi kesusilaan; 

(d) Menyalahi sikap hati-hati dalam masyarakat, terhadap diri atau benda orang 

. 21 lam. 

Dari keempat unsur perbuatan melawan hukum, maka tolok ukur yang paling relevan 

dalam masalah ini adalab unsur-unsur: 

(a) Melanggar hak-hak subyektif orang lain 

Dalam hal ini yang dilanggar adalah hak subyektif dari anak. Hale subyektif dari anak 

yang dimaksud dapat dilihat dalam: 

a UUNo.1 Tabun 1974, pasal45 (1); yaitu hale akan pemeliharaan dan pendidikan 

b. UU No.4 Tahun 1979 : 

- pasal 2 (1), yaitu hak atas kesejabteraan, perawatall, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan ka.~ih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalanl asuhan 

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

- pa.<;al 2 -(3), yaitu hak ata.~ pemeliharaan dan perlilldungan, baik semasa dalam 

2°Bismar Siregar et aL, Hukum dan Hak-Hak Anak, Cet.I, Rajawal i. J aka.rt:a, 1986, h,8 

21 AcJ:'lmad Sanusi , OD.Qj,L h, 189 
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menimbulkan akibat atau kejadian tersebut, di mana pengertian nonnal lnl 

diartikan : 

- tergantung subyeknya tentang pandangannya mengenai bagaimanakah yang di­

namakan normal, 

- sepanjang terdakwa secara persoonlijk mengetahui atau sehal11snya mengeta-

hui keadaan di sekitar akibat. 23 

Dalam suatu kehidupan rumah tangga yang normal, maka kewajiban-kewajiban 

yang telah diattrr oleh hukum akan dijalankan dan hak-hak akan terpenuhi, di 

mana seorang ayah tidak meninggalkan istri dan anak-anaknya dan memberikan 

nafkah sebagai penghidupan untuk anak-anaknya.Dan, dengan adanya kedua orang 

tua di sisi anak-anak, anak-anak akan mendapatkan curahan kasih sayang dan 

perhatian dengan segala benum perawatan dan pemeliharaan. Namun keadaan 

menjadi berubah ketika salah satu orang tua telah melalaikan kewajibannya, yaitu 

ayah. yang dalam hal ini seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, justru 

meninggalkan keluarganya Perbuatan ini secara langsung akan memberikan 

dampak, karen a sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat, yang bekerja untuk 

menghidupi keluarga adalah laki-Iaki, dan ternyata dengan perginya ayah 

tersebut, semua beban akan dialihkan kepada isb"inya untuk menghidupi dirinya 

sendiri dan anak-anaknya Sehingga kemudian dipandang normal apabila yang 

dialami oleh anak-anakitu akibat dari perbuatan seorang ayah tersebut. 

Pengertian normal yang kedua, adalah sepanjang terdakwa persoonlijk 

mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan di sekitar akibat. 

23Moeljatno, Asas-A'las Hukum Pi dana, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.96 
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Artinya, terdakwa dalam hal ini Yusuf mengetahui atau sehamsnya mengetahui 

bahwa. perbuatannya itu akan menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya Yusuf 

seharusnya mengetahui bahwa anak-anaknya butuh ka~ih sayang, perawatan dan 

pemeliharaan darinya dan dari istrinya Selain itu anak-anak juga membutuhkan 

nafkah dan penghidupan, di mana selama ini dialah yang bekerja untuk memenuhi 

kewajiban itu. Hal-hal terse but sudah me~jadi tanggung jawab dan kewajiban 

orang tua, dalam hal ini ayah. Dengan kepergian ayah tersebut, tentu anak­

anaknya dalam keadaan terlantar, mengingat istrinya setelab berusaha kents bam 

mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Di samping itu anak-anak akan 

merasakan penderitaan psikis, karena keadaan yang telab berubah di mana 

sebelWIlllya tidak pemah terjadi. 

b. Adanya schuld (kesalahan) 

Seseorang barn dapat dipidana apabila mempunyai kesal ahan. Ini sesuai dengan 

asas clalam pertanggtmg jawaban pidana, yaitll Geen straf zonder schuld; Actus 

non facit reum nisi mens sir rea), Artinya tidak dipidana j ika tidak ada kesalahan. 

Pembahasan mengenai kesalaban ini akan dijelaskan pada pembahasan 

berikutnya 

Kembali pada masalab perbuatan melanggar hukum, maka aturan hukum yang 

dijadikan acuan untuk menindak perbuatan seorang ayah yang telah melalaikan 

kewajibannya terhadap anak tersebut adalah pa'3al 45 UV No.1 Tabun 1974. Di mana 

dalam aturan tersebut kita clapat melihat babwa sanksi yang dirumuskan adalah tidal< 

tegas, yang dibuktikan dengan pasal 49 UV No.1 Tabun 1974 yang pada intinya hanya 
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memberikan sanksi dalam bentuk pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi 

perbuatan orang tuayang telah melalaikan kewajibannya terhadap anak 

Kemudian untuk mendukung pa"al 45 dan pasal 46 tersebut) masih ada sarana hukum lain 

yang dapa! diupayakan oleh penggugat) yaitu pasal 1365 BW mengenai perbuatan 

melanggar hukum di mana sanksi yang dirumuskan sudah tegas yaitu dalam bentuk ganti 

kemgian waJauplm masih menimbulkan tanda tanya tentang besar ganti rugi itu. 

Penggllnaan sarana pasal 1365 BW ini juga diguuakan dalam upaya menyikapi putusan 

pengadilan yang cendenmg memenangkan tergugat dengan mendalilkan pasal 45 UU No 1 

Tahlln 1974, yaitu bahwa sebenarnya istri juga berkewajiban untuk memelihara anaknya 

Pertimbangan ini sungguh tidak beralasan karena justru sejak awal dasar gugat.~Ul adalah 

ditujukan pada seorang ayah sebagai salah satu pihak dari "kedua orang tua» dalam pasal 

45 UU No1 Tahun 1974 yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan, perbuatannya itu 

telah menimbulkan kemgian bagi pihak-pihak lainnya yaitu istri dan anak-anak. Memang 

berdasarkan pasal 45 itu dita£'3irkan bahwa. jika sampai salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya, maka istri juga punya kewajiban untuk memelihara dan 

mendidik anak dan memberikan pelJghidupan. Mengenai pelaks8naan kewajiban ini, 

dalam contoh kasus antara Yusuf dan Neny, telah dipenuhi oleh istri . Namun bukan berarti 

dengan demikian seorang ayah yang telah lalai terhadap kew~jibannya itu dapat 

melepaskan tanggungjawabnya begitu saja, mengingat : 

a. Tindakannya itu berarti menyalahi pasaJ 45 UU No 1 Tahun 1974 yang mengharuskan 

kedua orang · tua yang memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sedang dalam 

hal ini hanya istri yang melakukan kewajibannya tersebut dan hal ini sungguh 

memberikanbeban yang bera! bagi istri. 
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b. Ada hal< menggugat bagi anal< terhadap ayahnya yang sehaI11snya punya tanggung 

jawab terhadap anak) tapi tanpa alasan yang jelas dan patut telah melepaskan 

tanggung jawabnya dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingg~ baik 

secarayuridis) tindakan melepaskan ayah dari pertanggungjawaban pidana adalah 

tidak dibenarkan. 

2. Kasus Posisi 

Pada tahun 1985) pria Yusu£: pegawai negeri pada B.K.K di Boyolali mengawini 

gadis Neny. Setahun kemudian, Neny melahirkan anak kemhar. Pada suatu saat) Yusuf 

dijatuhi hukuman schorsing dari kantomya di mana ia bekelja, karena ia memakai uang 

kantor untuk kepentingan pribadi. Keadaan ini mengakibatkan hub1.mgan sebagai suami 

istri menjadi retak dan pada akhimya situasi memuncak ketika Yusuf akhimya 

meninggalkan istri dan anaknya tanpa pamit dan selama harnpir dua t<.!hun Yusuf tidak 

pemah puhmg ke nnnah istrinya. Dan selama itu juga, Yusuf sebagai suami tidak pemah 

memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Penderitaan dan kesengsaraan yang 

dialami istri dan anak-anak akibat perbuatan Yusuf tersebut mendorong Neny untuk 

mencari pekerjaan g1.ma memenuhi kebutuhan hidupnya Dengan susah payah akhimya 

penderitaan Neny menjadi lebih ringan karena ia berhasil memperoleh pekerjaan dan 

gajinya untuk menghidupi diri dan anaknya tersebut. Atas kelakuan Yusuf tersebut, 

membuat Neny melaporkan pada kepolisian dan setelah berkas perkara diajukall ke 

kejal<saan, pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Yusuf sebagai terdakwa di sidang 

pengadilan dan didakwa melal1.lkan delict ex pasal 304 KUHP 

(Dikutip dari VARIA PERADILAN tabun VIrI No 98) November 1.993) 
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Pengadilan dari tingkat pertarna hingga tingkat terakhir cenderung untuk memihak kepada 

terguga! (Yusuf) yaitu membebaskan tergugat dengan beberapa pertimbangan : 

1. Tindakan Yusuf tersebut dalam rangka persoaJan keluarga sehingga lebih menjurus 

ke masalah perdata, sehingga pen&..~unaan pasal 304 KUBP yang pada prinsipnya 

telah masuk pada perkara pidana tidak tepa!. 

2. Bahwa UIlSur "keadaan sengsara~' daJam pasal 304 KUHP tidak terbukti, karena 

menurut Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, keadaan sengsara hams diartikan 

sebagai " mtlmhah<lyakan nyawa dan kt'-sehatan fhik orang itll, karena orang itu tidak 

marnpu menyelamatkan, membantu diri sendiri.". Dan untuk dapat dikatakan demikian, 

terdakwa hams dengan sengaja tidak menyediakanlmemberi nafkah yang dibutuhkan 

orang itu untuk hidup dengan kesadaran dan pengetahuan tentang ketidak marnpuan 

orang itu untuk memperoleh sendiri nafkah itu. 

3. Berkaitan dengan keadaan sengsara, keadaan tersebut tidak terbukti karena istri kemu­

dian telah memperoleh pekerjaan dan g~inya digunakan untuk menghidupi dirinya dan 

anak-anaknya Selain itu, sewaktu ditinggalkan, anak dan istrinya masih ikut pada 

orang tua istri. 

4. Pasal45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan babwa istri juga berkewajiban un­

untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya , dijadikan dasar atau alasan untuk 

dibebaskan dari dakwaan 

5 Alasan lain yang dijadikan dasar untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan lah 

karena keadaan penjatuhan schorsing terhadap dirinya yang menyebabkan gajinya 

minus dan terdakwa tidak dapa! mencukupi diri sendiri dellgan sew~iamya 
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3. Suatu pe .. kara pe .. data menjadi perkara pidana 

Berikut ini ada ada beberapa faktor yang mel-uadi dasar atau aJasan yang 

mendorong timhulnya pemikiran tentallg perlunya SU(ltu perkara perdata menjadi perkara 

pidana Fald.or-fah1or terse but antara lain: 

sanksi daJam hukum perdata uerkaitan dengan perbuatan seorang ayah itu tidal< tegas, 

yaitu yang ditunjukkan oleh pasal 49 un No 1 Tahun 1974, tentang pencabutan 

kekuasaan orang tua. 

- Tidal< dilengkapinya dengan sanksi pi dana yang mendorong terulangnya perbuatan ter­

sebut, memungkinkan untuk melihat pasal-pasal dalam KUHP. Ini tidak lerlepas dari 

ttijuan pemidanaan itu sendiri, yang terntama dengan seng.yamemberikan penderitaan. 

Dengan adanya. £'1ktor-faldor di atas tidak sec()ra langsung memungkinkan lmluk 

dijadikan dasar bagi suatu pasal-pasaJ dalam KUHP lm1.uk menggantikan kedudukan 

pa~al-pa'lal dalam huJ.alm perdata. Hal ini dikarcnakan, ma'lih ada S8Talla huktml htin 

yaitu pasaJ 1365 BW. Bam kemudian pasaJ-pasaJ pidana dapat digunakan, yaitu apabila 

gugatan dcng(]D daJiI pa9al 1365 ini tidak berha~jJ, atau sanksi dalam bentuk ganti rngi 

yang tidakjelas mengenaj bef;ID" ganh rugi tersebut mendorong kecenderungan penjatuhan 

sanksi ganti rugi dalamjumJah yang amat sedikit sehingga mendorong perhuatan itu terns 

bemlang sehingga dapat dikatakan hu1.'um kehilangan sifat keefektivitasannya. Keadaan di 

at.as menimhulkan konsektlensi bahwa dari suatu perkara perdata tel.ah beralih menjadi 

perkara pi dana. 

Permasalahan yang timbul kemudian, diduk'Ung oleh ad any a alasan-alasan di atas) 

apakah pada hakeka111ya peraJihan perkara perdata menjadi perkara pidana itu 

.I 
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diperbolehkall. Untuk keperluan ini, ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat dijadikan 

dasar pernbenar bagi upaya terse but. 

Prinsip pertama, bahwa hukurn pidana adalah mempakan sarana terakhir atall 

yang bersifat ultimum remidium.24 Hukum pidana sebagai sarana ultimum remidium 

digullakan dalam dua kOlldisi yaitu: 

a Apabila sanksi dalrun hukum perdata tidak tegas sehingga tidak mempan Wltuk 

mencegah terulangnya perbuatan tersebut di masyarakat pada maIm-mas a mendatang, 

di mana hal ini di kemudian hari akan menimbulkan keragu-raguan atas upaya 

penegakan kepastian hukum dan keadilan. Mengenai sifat ultimum remidium dari 

hukum pidana dalam kondisi ini adalah berkaitan dengan tempat istimewa dari 

hukum pidana dibanding dengan hllkum lain. Persamaan antaran hukum pidana 

dengall bagian hukmn lain adalah menentukan peraturan lmtuk menegakkan norma-

norma yang diakui oleh hukum. Tetapi ada satu perbedaan mendasar antara hukum 

pidana dengan bagian hukum lain yaitu pada hukum pidana dibicarakan BOal 

penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dan juga pidana itu 

mempWlyai fimgsi lain selain menarnbah penderitaan. Sedangkan pada bagian hukum 

lain ( seperti hukum administrasi dan hukum perdata) tujuan utama adalah menjaga 

ketertibarJ~ ketenangan, kesejahteraarl, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa 

dengan seng.ya menimbulkan penderitaan. Artinya Wltuk menegakkan berbagai 

peratman hukmIl, tak dapat dihindari bahwa beberapa orang akarl mengalami 

penderitaan. Misal dalarn penyelesaian pertikaian antara dua pihak dalam hukum 

perdata dan hukllIIl administra.'3i bahwa pihak yang dinyatakan bersalah akan 

24Van Be-mellen, Hukurn Pi dana Material Bagian Umum, CeLTI, terjemahan Hasnan, Binacipta 
Indonesia, 1987 (Selanjutnya disingkat Van Bemellen I), h.14 
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mengalami penderitaan. Pada bagian hukum lain sedapat mungkin dihindari 

pemunbahan penderitaan dan paling tinggi terjadi pemindahan penderitaan dari 

seseorang kepada orang lain ( misalnya dalam peristiwa ganti rugi kar~ma 

melanggar persehijuan 3tau perbuat.an melanggar hukmn). Sedangkan dalam hukum 

pidana negara diberi kekuasaan untuk rnenirnbulkan penderitaan dengan sengaja.25 

Selain itu, dengan menunjuk pada pasal 49 lTD No 1 Tahlm 1974, bahwa sanksi 

yang diberikan pada orang tua (dalam hal ini adalah ayah) adalah hanya mencabut 

kekuasaan orang tua terhadap anak. Kekuasaan terhadap anak yang dimal<sud di sini 

adalah kekua~aan terhadap pribadi anak dan kekua~aan terhadap harta k~kayaan 

anak KeJo.Ias~an terhadap pribacli anak pengatunmnya ada daJam pasal 298 -306 

BW, yang mengandung arti berv..'enang menentukan macam pemeliharaan, 

pendidikan dan agama yang harns ia berikan. Sedangkan terhadap harta kekayaan 

anak diatur pada pa"al 307-319 B\¥, yang berupa pengurusan harta kekayaan anak 

dan hak menikmati hal< orang tua terhadap harta kekayaan anal<. Sanksi pencabutan 

kekuasaaan ini kernudian menirnbulkan pertanyaan apakah sanksi terse but telah 

cukup lmtuk menirnbulkan rasajera pada pelakunya sehingga mencegah terulangnya 

kembali perbuatan tersebut oleh orang tersebut atau orang tua-orang tua lain. Sebab, 

jika sanksi tersebut tidak tegas, akan memberikan peluang bagi orang lain/orang tua 

tersebut untuk melakukan hal yang sruna sehingga pada akhirnya akan timbul 

keadaan kesewenang-wemmgan karena ada suatu kondisi di mana suain pelan&..~aran 

dibiarkan, se.Jain itu kondisi tersebutjuga telah mengesampingkan fimgsi hukum yang 

utama yaitu penegakan nilaji-nilai keadilan. PermasaJahan berikutnya adaJah ma~ih 

25Ibid, h. 13 
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dalam kerangka persoalan keadilan. Ada suatu situasi di mana seorang ayah yang 

seharusnya mempunyai kew<liiban untuk memelihara anak-analmya dalam artian 

memberi nafkah, memberikan pendidikan, juga kebutuhan lain di samping kebutuhan 

m~terjil ~ yaitu kebutuhan akan kehadiran dan flgur seorang ayah yang membimbing 

dalam proses anak -. itu menjadi dewasa, namun ternyata kewajiban untuk 

memberikan itu semua telah dilalaikan. Kebanyakan orang berpendapat, bahkan 

cenderung meremehkan alasan gugatan penggugat, yang semata-mata dianggap 

berdasar tidak dipenuhinya kebutuhan materiil, padahal lebih dari ilu ada suatu 

alasan kuat yang mendorong seorang anak untuk menuntut tanggung jawab seorang 

ayah, yaitu selain telah disebut di atas pada bagian kebutuhan di luar kebutuhan 

materiil , juga menyangkut kepribadian dari anak ilu yang mau tidak mau terbentuk 

akibat hilangnya keberadaan salah 8atu orang 1ua dahul1 hidupnya. Alas kenyataan­

keuyataan inilah, maka baru dapat dikatakan adanya suatu keadilan apabila ada 

snafu ' penderitaan' yang pada hakekatnya tidak ditimpakan pada pelaku perbuatan, 

lllelainkan pada perbuatan itu sendiri. Penderitaan yang dimaksud bukan seperti 

penrleritaan sepeJii oaJrun h~illrul hukum pi<iau3, melainkrul cukup di~judkrul dalam 

oeutuk ganti kenlgian. Hal ini mel11p<lkan \iVujud kepatuhan terhadap priw;ip dari 

bagian hukum Jajn ( selrun hukmn piclana ) yailu sedapat nnmgkiu dihiudari 

pemullbahan penderitaan dari seseor<lng kepada orang lain. Selain itu, wttiud ganti 

kerugian itu dimaksudkan untuk pemindahan penderitaan daJ:i seseorang kepada 

orang lain, yang dalam hal kasus ini gartti mgi ini dimaksudkan untuk pemindahan 

penderitaaH dru-i anal<, yang seharusnya mendapatkan uafkah dari ayahnya. Jadi ganti 

mgi ini dimaksudkan sebagai ganti dari uang nafkah yang seharusnya menjadi bagian. 
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hal< anak-anak. Kebutuhan akan sanksi dalam bentuk ganti rugi ini telah dipenuhi 

oleh pasal 1365 BW, yang pada. intinya. mengenakan sanksi dalam bentuk ganti 

rugi bagi perbuatall melanggar hukum. 

Nmmm, jika. kita melihat pada pasaJ 1365 BW, sanksi yang berupa ganti rugi itu 

tidak ditentukan mengenai berapa besarnya ganti rugi bagi perbuatan yang 

meJanggar hukum tersebut. Untuk itll dibutl.lhkan suam langkah preventif yang dapat 

mengantisipasi suatu keadaan atau kondisi di mana pasal 1365 BW tentmlg bentuk 

ganti rugi itll dimanfaatkan untuk memberi peluang merekayasa bentuk dan besar 

ganti rugi sehingga menguntungkan tergugat. Padahal, tanpa disadari, kondisi ini 

akan mengakibaikan kecendenmgan untuk terulangnya perbuatan tersebut secara 

terus-menerus mengingat adanya ketidaktegasan BW dalam merumuskan sanksi 

hukum. Dan jika. hal itu terjadi, maka kondisi seperti ini akan melatarbelakangi 

pennasalahan-permasalahan yang menyangkut anak itu sendiri, yaitu mendorong 

adaIlya istilah anak jalanan, anak menggelaIldang, anak pengemis) anak normal yaIlg 

memanfaatkan waktu luang untuk men(.~ari nafkah dan sebutan anak-anak nakal 

lainnya Kondisi ini sangat bertolak belakaIlg dengan perml dari anak sebagai 

potensi sumber day a manusia. masyarakat atau bangsa MaIlfaat yan.g diterima oleh 

anak dari generasi pendahulullYa, akan dengaIl sendirinya diturunkan pada generasi 

berikutnya 

Mengenaj sanksi dalam hal perbuataIl melan~~ar hukum ini, perIn juga diperhatikan 

t.entang pendapat dari Sri Soedewi. 

Di samping penggaIlti kerugi~Ul dengan nang, juga penggaIlti secara lain 
dimtmgkinkan, yakni khususnya pemulihan ke dalrun keadaan semula, baik dengan 
mengambil lagi apa ymlg telah diadakan seem'a melawan hukum,ataupun dengaIl 
mengadakaIl lagi apa yaIlg telah diambil secara melawaIl hukmll. Selain itu, juga 
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banyak diminta dan , j ika ada alasannya diputuskan larangan l.mtuk mengu I angi , 
disertai pula sanctie uang pemaksa 26 

Yang terakhir ini kiranyajuga dapat dipertimbangkan, narnun di sini juga tidakjelas 

tentangjumlab uang pemaksa. 

Langkah preventif ini kemudian mendorong berlakunya huk'UIIl pidana, yaitu 

digunakannya hukmn pidana sebagai sarana altematif Dan lebih dari itu, dalam hal 

ini tidal< bertentangan dengan fimgsi huktun pidana sebagai sarana ultimurn 

remidium. 

b. Fungsi huk'Ulll pidana sebagai sar~ma ultimum remidiumjuga berlaku dalam kondisi 

yang berbeda, yaitu apabila sarana rnemuut jaJur perdata tidak berhasi ] untuk 

mcmenangkan gugatan penggugat di pengadilan, yang mana kondisi ini telah 

mengorbankan ni}ai-nilai keadilan. 

Hal ini dapat dilihat dalarn praktek-praktek di pengadilan yang cenderung untuk 

membebaskan tergugat dengan mendalilkan pada pasal 45 UU No1 Tabun 1974, 

dengan mengatakan bahwa dalam keadaan ditinggalkan oleh suarni, maIm istri yang 

menggantikan kedudukan suami dalam hal rnemelihara dan mendidik anak-anaknya , 

karena memuut pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, istri juga mempunyai 

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. 

Namun, berkaitan dengan adanya. permasalahan tentang kategori perbuatan 

melanggar huktun, maka ketidakberhasilan penggllgat dengan mendalilkan pasal 45 

UU No.1 Tahl.m 1974 tidak memberikan dasar bagi penggunaan sarana. pasal 304 

KUHP . Karena, fimgsi hukum pi dana adalab sebagai sarana ultimum remidium, 

yang mengandung maIola bahwa huk'UIIl pidana adalah sebagai ' obat terakhir' 

26Sri Soedewi Masj choen Sofwan. op.eil. h. 62 
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apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan 

atau dianggap tidak mempan, maka sebelum memberlakukan sarrula hukum pidana 

tersebut, upaya dengan mendalilkan pasal 1365 BW ditempuh terlebih dahulu. 

Prinsip kedua, Selain karena hukum pi dana sebagai sarana terakhir, maka juga 

perlu dipahami bahwa peralihan perkara perdata menjadi perkara pidana itu semakin 

dimlmgkinkan asalkan memenuhi persyaratan , yaitu tidak menyimpang dari asas 

legalitas~ yaitu pasal 1 (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada suatu 

perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada ket€lntuan pidana yang lebih dulu 

mengatumya Jadi , untuk suam perbuatan seorang ayaJJ yang melalaikan hw~iibarmya 

terhadap anak dapat dijerat dengan pasaJ-pasal pidana, maka terhadap perbuatan ters~hut 

sudah ada amran pidana yang mengatumya Bukti terhadap pemyataan itu telah 

dinmjukkan oleh KUHP Soesilo dalam kornentarnya terhadap pasal 304 KUHP. KUHP 

Soesilo mencontohkan perbuatan orang tua yang membiarkan al1aknya dalam kE'udaan 

sengsara akibat tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan hukum yflng herhlku <dasIIy a 

untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan 

Selain itu rnasih ada beberapa hal yainJ fakta-fakta yang diberikan oleh Mahkamah Agung 

yarlg dapat mendukung pelllyataan di ata') yaitu: 

a Bahwa tenlakwa YusufTriono telah nyata - nyata dan diakni dan di seng~i a selia di­

niati l11eninggalkan istrinya serta seorang anaknya selama hampir dua tahun sehingga 

islri darl l:tnalHmaknya dalarn kesengsaraan yaitu sarnpai mencru-i nalkah sendiri . 

b. Bahwa terdakv.ta dengan adanya sura! nikah No.377/1985 tanggal 16 Januari 1985 

w~jib mernberi kehidupan, perawatan dan memelihara kepada istri dan anaknya 
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karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian yaitu sebagai suarni atau orang tua 

memberikalUlya dalarn keadaan sernpuma. 

c. Justm terhadap terdakwa dari pihak istri selain sebagai pengadu dalam ad any a tindak 

pidana juga dapat diajukan gugatan perdatanya 

Prinsip ketiga, Bahwa dalarn hukum pidana sekarang, selalu diusahakan agar 

sedapat: mungkin mengurangi penderitaan yang akan ditambahkan dengan sengaJa 

itu?7 Sehingga atas dasar ini, kemudian fungsi penegakan hukllm dari hukum pidana akan 

semakin sesuai dengan fungsi hukum perdata dan hukum adrninistrasi, yailu rnengatur 

hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata daJam masyarakat. 

Prinsip keempat , Utrecht berpendapai bahwa hukum pidana rnerupakan hukum 

sanksi yang istimewa atas baik pelanggaran hukum privat maupun kaedah hukum publik 

yang ada. sehingga hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh 

hukum privat maupun hukum publik.28 

Prinsip kelima. Andi Hamzah berpendapat bahwa peran hukum pi dana adaJah 

merupakan kode moral suatu bangsa Sehingga di ~itu kita dapat meJihat apa yang 

sebenamya dilarang tidak diperbolehkan dan yang hams dilakukan dalam suatu 

masyru-akat atau negara Jadi apa yang baik dan ~pa yang tidak baik dapat tt'rcermin 

dalarn hukum pidana. 29 

Prinsip keenam, berkenaan dengau fimgsi huk1.1fll pidana secara umum. Oleh 

karena huklUTJ pidana. itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka 

27Van BemelJen, Op.Cit., h.13 

28E.Utrecht, Hukurn Pidana, Pustaka" Tinta Mas, ] 986 (Selanjutnya dis ingkat Utrecbt D. h.65 

29.And; Harnzah. has-has Hukum Pidana. Cel.IT, Rineka Cipla. Jakarta, 1994. h.9 
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fungsi hukum pidanajuga sarna dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup 

kemasyarakatan atau rnenyelenggarakan tata dalarn rnasyarakat. Di sarnping itu) hukurn 

pidana pun tidal< hanya rnengatur masyarakat begitu saja, al<an tetapi juga mengatumya 

secara patut dan bermanfaat. (Ini sejalan dengan fungsi hukum pi dana sebagai sarana 

dalarn hal kebijaksanaan dalarn bidang ekonomi,sosial dan budayaiO 

Prinsip ketuJ14h,berkaitan dengan fungsi pidana khusus, yaitu rneJindlmgi 

kepentingan terhadap perbuat.an yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang benlpa 

pidana yang sifatnya lebih t.ajarn jika dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang terdapat 

pada cabang hukum lainnya 31 

Prinsip kedelapan, sanksi hukurn pidana rnempunyai pengaruh preventif at.au 

pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran -pelanggarrul nonna hukum. Karena, s:ec<tra 

kOllkrit, b~iuan hukllm pidana adalah: 

a. Uutuk menakut-nakuti seliap orang agar jangan sampai rnelakukan perbnatan yang ti­

dak baik; 

b. Untuk mendidik orang yang telah pemah melakukan perbuatan t.idak baik menjadi 

baik dan clapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.32 

Prinstp sembi/all. Pada prinsip sembilan Inl adalah untuk mengatasi 

pem13salahan yang terjadi jika terjadi peralihan perkara. perdata menjadi perkant pidana, 

karena pada hakekatnya ada sifat mendasar pada perkara perdata dan perkara pid(tn(t yang 

membedakan keduanya Di satu sisi , huuan hUh'llm perdata adalah memelihara. hak 

perseorangan, sedangkan huk1.un pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat atau 

30Rangkaian sari kuliah Hukum Pidana 

31Rangi<ai an sari kuliah Huk.um P idana 

32 Abdoel Djamali, P engantar Hukum Indonesia, e el. ill, Raja Grafindo Pers fl da, Jakarta, J 993, h. J 55 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



42 

kepentingan umum. Sehingga untuk suatu peralihan perkara perdata menjadi perkara 

pidana, memerlukan snafu jalan tengah yang dapat menjembatani antara perkara perdata 

dan perkara pidana 

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana itu muneul dilatarbelakangi oleh 

adallya suatu pelaksanaan kebutuhan mendesak yang merugikan orang lain atall 

menimbulkan suatu akibat yang negafif yang tidak seimbarlg dengan sua~al1a dan 

kehidupan yang bemi lal baik yang ada dalam masyarakat. S~hingga untuk mengatasi 

keadaan semaeam itll diperlukan suam bentuk pertanggungiawaban bagi pelaku, yaitu 

daJam bentuk pelimpahan ketidakenakan yang dialami oleh anggota masyarakat yang 

dalam hal ini adalah sebagai korban. Bentuk yang dirasa paling ideal unluk memenuhi 

kebutuhan t.0rsebut adalah hukum pidana. Hal ini memuuukkcUl ballwa hukum pidana 

bennaksud melindungi kepentingan masyarakat (secara lu(8). NaIIIlIl1, setiap peristiwa 

yang menggan,K.l?,l.l keseimbangan hidup dan merugikan ang"g()t;; m(l'>yaraJwt yang ch:lpat 

dirasak<Ul oJeh seJuIlIh Hnggota lUasyarakal masill dianp,gap ~;ebagaj pel<tIlggarau terhadap 

kepent ingan perseorangan.33 M isal yang dimaksnd deng,U1 l\'~p ('ntingan perset'nm.~311 di 

sini ad(jJ~h kepelltingaIJ korbw} Watl keluargauya. .Tadi walalJpuH perbuat.an itu 

mengg<mggu ke8eimballgan kehidupan masyarakat, tetapi mac;;ih dianggap s(,:bagai hukl1m 

perorangan. Hal in; terbllidi d~ftg~.n ~lIajll k~~IJyaiaall YaII£, wh·, bf:lJivV(l }WkUUi pidaJ13 ilu 

sifat hukllJllllya menj(ldi kepC'rd;;tawl. y<Ulg dilunjllkk<tll d (~ !lgm l adan:ya j)(~r!Jbayarat) ganli 

rllgi f;t-"bag~j pC'Jlebus dosa ll(lgi korbal1 atau h ltlarganya. yallg mana aiat; pt>mbayaran 

ganti rugi .ini sebagai pen&~(mti dari asas ' talio' (denda dar~b) al ~lu b(ltas d~ndam. j-i 

3:!C· -n-rld, h.15>:'1 
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Jadi dalam hal ini hukum pidana pada hakekatnyajuga memelihara kepentingan individu. 

Namull, perIu ad any a penekanan bahwa wltuk dapat dijangkau oleh hukum pidana 

perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap kepentingan illdividu itu pada akhirnya 

akan meluas menjadi mertiadi gangguan terhadap kepentingan masyarakat; atau dengan 

kata lain suatu perbuatan yang merugikan orang lain atall individu dapat dirasakan 

akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu kepentingan 

manllsia secara menyeluruh (umum). Men&..~anggu kepentingan umum berarti mengganggu 

ketentraman hidup, keamamm, kesejahteraan, dan lailillya yang menyangkut kehidupan 

ma'3yarakat. Penekanan ini diperlukan lIntuk mellghindari saling turnpang tindihnya antara 

beban tugas hukum pidana dan hukum perdata. Yang memerlllkan pengkajian sekarang 

adalah apakah perbllatml seorang ayah yang telah melaJaikml kewajibrumya terhadap anak 

dapat meluas mer!jadi kepentingall umum. Memang dalmn hal ini korban utamanya adalah 

menyangkut kepentingan illdividu, yaitl.l anak (dan istri) , yang sebenarnya merupakan 

beban tugas hukum perdata. Narnllujika perbuatan tersebut terulang dan telah membudaya 

sehingga menjadi suatu (tradisi' dalam anggota masyarakat sebagai akibat lemalmya 

sistem penegakan hukumnya, maka hal itu pada akhimya dapat meresahkarl masyarakat. 

Hal ini disebabkan karen a mereka sebagai para pencari keadihm telah merasa keadjJan 

masym-akal teJah terab<likan dan juga tidal< ada penye l ~sai~U1 mellurut hukum yang dapat 

mernenuhi ra~a keacliilan tersebuf. Hal ini akan menimbuJkan h tidaks0 imbangan dengan 

SIIaS 3IlH d~Ul kehidup<lH yang beruilaj haik. NamUIl pemikinm ini (ballwa kepentingan 

individu dap(j( meluas nwrti adi hpentingan rnasym-akat, sehingga peralihan menjadi 

perkara pidana diperlukan), hmlya digunakau apabi}a penyelesaian permasalahan menurut 

jalur perdata menemui jalaIl buntu. Tujummya di sini adalah untuk mencegah pernaharnaIl 
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yang keliru bahwa bisa saJa semua perkara yang tennasuk hui-alm perdata dapat 

diperkarakan menjadi perkara pidana dengan alasan bahwa semua kepentingan 

perseorangan yang ada dalam hubungan hukum secara perdata dapat me/uas menjadi 

kepentingan masyarakat. 

Selain itu, masih ada faktor lain daIanl kaitannya untl.lk membatasi perkara-

perkara mana yang menjadi perkara pidana , yaitu syarat-syarat di bawah Ill) yang 

mempakan syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana: 

a. Adanya suatu perbuat.an; 

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dahun ketentuan huklltn 

c. HaJlJs terbukti adanya kesalahan yang dapaJ dipertaJlggungjawabkan; 

3' d. Harus berlawamUl dengan hukum dan harus tersedia ancaman huk'l.lmnya -' 

Syarat-syru-at di atas bertt~juan untuk memberi batasan perkara-perkara perdata mana s~ia 

yang dapat beralih m~njadi perkara piciamL 

Selain ilu rnasih ada faktor Juju ycUlg dapaJ dikllalilika::;ikall sebagai prinsip untuK 

suatu perkara penlata menjadi perkara pid(lna, yaitn prinsip scpu(ar rnasalah keadilao. 

Prinsip keadilan illi jelas tidak Jllendapatkan tempat oengan men!iuk pada berbagai 

pntw:(an dan peliimbanganflya berikut ini : 

a. Mend~lilkan pllt-llsan pada pasal 45 un No . .l TalllJll 1974 , b<Jhw<J islri juga berke-

berkewfljihan untuk memelihara clan mendidik anak-anaknya. 

b. Tidak clapat dikenakanny~ pasal 304 KtJHP karena \lnsur kea.oaan St<oJl,sru-a lumya di.-

35 Ibig, h.157 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



45 

definisikan sebagai akibat. tidak teIlJenuhinya kebutuhan materi, di mana dikatakan 

juga bahwa anak dalam contoh kasus itu kebutuharmya sudah dipenuhi, karena. 

Nyonya Neny sudah bekerja sebagai pegawai negeri dan dapat menghidupi anaknya 

c. Hanya berdasarkan pada pemyataan bahwa karena permasalahan lebih melljurus 

pada pesoalan keluarga, maka pengadilan mempertahankan penyelesaian menurut 

jalur perdata, dengan mengabaikan kepentingan dari pihak yang dirugikan. 

Keadaan itu memmjukkan J...'Ufangnya pemahaman mengenai persoalan yang utama dalam 

proses penegakan hukmI1 berkisar antara lain pada eiektivitas. 

Efektivitas penegakan hukum j elas tidal< dapat diuJ.::ur semata-m(l/:a bl?rdasarkan 
kriteria rancu, seperti jumJah warga negara. yang t.erkena sasaran pr.ncgak~·m 

hukum, banyaknya kasus terselesaikan, frekuensi operasi apanti penegtlk hukuilI 
dan sebagainya Penilaian atas efekiifitas penegakan huh.'11ITI ditent.ukan oleh 
seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu 
sudah mendekatkan pada. tujuan hukum, yaitu keadilan, atau seberapa jauh nilai­
nilai hukum prosedural ma~un nilai-nilai hukum substantiftelah terimplt"mentasi 
melalui pel1egakan huh.'1lffi. 3 

4. PeneJ'apan pasal304 kl.JHP terhadap perbuatan seorang ayah yang 

melalaikan ke'wajibannya terhadap anak 

Pasal 304 KUI-fl> menya1ak~l: ' Barangsiapa dengan sengaja mel1yeb<Jbkan atal.l 

membiarkan orang dalam keadaan kesengsaraan, sedang ia w<t;iib mC'mberi hhidupan, 

perawalan at.au perneliharaan kepada orang itu kareua hukum yang berlaku aiasuya atall 

karena menUJllt perj ~j jan ... .. " 

Berdasarkan pasal 304 KUHP di atas, maka ada beberapa unsur yml,l; harus dipE'nuhi agar 

suatu perbuatclll dapat dikategorikan sebagai perbuatan pjdan~ me'l1IJmt P(lR(I] ini . l msur-

unsur terse-but ialah: 

36M\.11)1 o.na W.Kusumah, PerspektiL Tenri dan KeQjj,!:!k.El1Daan Huktml. eet. I. Rajawal i. Jakarta. 1986, 
h.60 
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a, Adanya perbualan l11t?'nyp.oabkan atau membiarkan orang dalam kes~ngsaraan 

b, Perbuat<m terst'but dilaJ...'ukan dengan sengaj<t 

4(, 

c, Adanya kewaj ihan untuk ID011lberi k~hidllpau, pt'ra\'vatan atau pemeli lmfClclJl, yang rl i­

tentukall oleh hukum alau peljanjian yang berlaku at.asnya, 

Terhadap keempat WlSW- di a1as akan diberikan uraian berikut ini : 

a Adanya perbuat.an menyebabkan atau membiarkan orang dalam kes~_11&~~-a~fl 

Pada uusur ini terlebih dahulu mempelTIlac.;alahkan tentang p€':ng~rtian keadaan 

sengsara. itu sendiri_ Sumber-sumber yang dapat dijadikan aClian ulltuk m~mberik~n 

definisi itu adalah: 

1). DaJam KUHP secanl uIflum 

Pengertian tentang keadaan kesengsaraan tidak dijumpai rlalam buku pertam(l 

(peraturan lUnum) bab ke lX mengenai arti beberapa sebul.an daJarn kilab UIHhmg­

Undang , yaitu pada pasal 86-102 

2). R.Soesilo dalam "Kitab lJndang-Undang Hukum Pidana serta kOHwlllar-komentHf 

lellgkap pasal demi pasal " 

KUHI) Soesilo memberikal} cOlltoh tentang orang tua yang membiarkan anaknya 

dalam keadaalJ sengsm-a dalam rangka memberikarl suatu p€':nj elasan aias pasal 

304 KUHP itll . Ncumm, terhadap keadaan sengsara iil.l tidak diberikan definisi 

lebih laqjut Sedangkan pasal 304 KUHP itu m~nggarisba\'vahi ad<Ulya kev,'ajiban 

1I1ltuk memberi kehidupiUJ, pemeliharaau atau perawatall. Jika KLT.HP So~sjl o 

mengilustra~ik(1Jl hubungan antara orang tua dan anak, rnaka p€':rbuatan 

meninggalkan dan tidak mernberi mrlkah lerhadap anak illl oGlpat uirnas\lkk~l1l 

sebagai kategori perbuatan yang menyebabkan onUlg dalam kead(:laIl kesf.ngsm-a<m . . 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



47 

lni tidak terlepas dari ketentuan yang mewajibkan orang tua untuk memberi 

penghidupan, perawatan atau pemeliharaan , yang temyata telah tidak dipenuhi 

oleh seorang ayah. Konsekuensi Jebih lanjut, perbuatan itu telah mengakibatkan 

kesengsaraan pada anak. 

Untuk itu, pengertian tentang keadaan sengsara itu perlu dikaitkan dengan: 

3). Pendapat: Mahkarnah Agung yang menyatakan bahwa keadaan kesengsaraan hanls 

diartikan sebagai membahayakan nyawa. dan kesehatan fisiko Pengertian ini masih 

dapat ditolerir dalam kondisi anak yang ditinggalkan itu sakit dan membutuhkan 

perawatan, sehingga akhimya kemudian meninggal. Narnun jika kita berpegang 

pada prinsip keadilan, hal ini akan menimbulkan suafu permasaJahan bam apakah 

dalam hal perbuatan seorang ayah tersebut, ayah itu banI dapat dikenai pasal 304-

KlJIDl atau dimintai pertanggung jawabannya apabj}a. anak itu .. akit atau 

meninggal. Atau dengan kata lain, apabila anak ittl tidak sakit atau m~ninggal , 

maka terhadap perbuat.an ayah tersehut tidak dapai dihllai peliangglmg jawaban 

pidana Semelltara itu, ada satn hal penting yang telah dilupakan da!am hal ini , 

yaitu bahwa perbllataIl aY-Ul fersebut tentLmya tidal< hanya menirublllkwl akibat 

secara fisik alau badaniah saja~ tapijuga menyangkut psikis yang tr.rganggu akioat 

per~1ll kedua orang tua yang diperlukan dalam pertllmuU11aIl11ya tidak dipeuu.hi . 

Selain jtu, dampak lainnya ~~dalah rnenyangk1.1t k~~fjahteraaI1 anak, di ITIan:::! 

kef.:e.i~ht efaan jill t~rharnh(ll oleh slIatl.l pel blla!~tH seonlIlg }lyall.. yang pada 

hakekatnya keJu<lfga merupakan faktor ciornimm terbadap IIpaya rneJlyejahterakan 

auak. Dellgml meugacu pada pa~aJ 1 UD No.4 Tahull 1979 yang rnemasukkan 

unsur rohani di sampingjasmani dalam membentuk pengertian~es~jahteraan anak, 
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maka hal ini memmjukkan bahwa tidak dipenuhinya kew~iban terhadap anak, 

tidak berarti membahayakan nyawa atau kesehatan fisik, tapi juga kest:jahteraan 

anak yang tidak ada hubungarmya atau balIkan ada hubungan namun tidal< secara 

langsung berkaitan dengan masalah nyawa at.an kesehat.an fisik anak. Selain itu, 

untuk mendulnmg pernyataan di atas, dapat dikaitkan dengan pennasalahan 

mengenai apa yang sebenamya menjadi kebutuhan pokok anal<, yang harus 

mendapatkan prioritas pertarna. 

Apa yang dimaksud dengan prioritas utama untuk anak-anak tidak lain 
artinya adalah bah\va perlindungan terhadap perkembangan jasmani dan 
rohani anak-anak usia muda hanls mendapat prioritas pertama dari sumber 
daya yang ada dalarn masyarakat. Dan hendaknya haj tersehut menj adi 
etika dalam tatanan dunia yang perlu diterima dengan obyekiif DaJam 
prinsip ini, kebutuhan pokok setiap anak hendaknya mendapat priorita.~ 
tinggi. Tiap orang mestinya menyadari bahwa sebagian besar 
perkembangan mental dan fiflik manusia terjadi dahlm talnlTl-tahlm 
pertama kehidupan. Ketika itu, satu-satunya peluang bagi anak lmtuk 
berkembang secara nonnal adalah dalam otak dan badannya agar anak 
tumbuh mencapai potensi genetiknya. lelas sekali apabila berbagai tahap 
perkembangan tidak diJengkapi pada waktu yang tepat, maka kerm:akan 
abadi selanjutnya bisa teljadi pada proses-proses pertumbuhan yang rum it, 
tidak ada peluang kedua 

Untuk ahlSall itulah prinsip prioritas dibangun ~ bahkan kare-fla petumhuhan 
anak yang dirasa peka dan rentan, maka perlindungan jtll bukannya meq;adi 
prioritas lagi, melainkan mullak. Selmgga, ti<lp kelucu'ga dan masyarakaf 
hendaknya. nl('mbt~ri perha{ian k€:pad(l inti pokok perkembangan anak, 
kasih sayang dan perhatian, pertumbuhan iisik yang HonnaL iJrnlflis~s j 

terhad»p berbagai penyakit perawHtan k~sehaian y::l1Ig d (I.-;~rj;jh I:;m 

kesempat("Ul meng(';C:1p p(:llcii dikan .)! 

Sehingga dengan didukung o}eh pemyataan di Htas, maka tidak tep(lt npahila 

kesengsaraan itu hal1ya dikaitkan deJlg~n nyawli ~Jtau kesshat::n fis ik, 11:mn.lTl m:lsih 

ada hal -hal Jain y,lIIg semcstinya hanls diperhatikan. 

31Abraham Fanggidac. J:yt~m<Jb~Tni)'4(js?l~! .!<:e~.(lilhtc:rQCl)l ~(':;;i.a), Cd. T. Puspaswara . .Takm-to , 1 ~)93, 
h.39 
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Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah p~rbuatan inl (Yl.1SUf) 

telah meHimbulkml keadaan s(mg:>a[(l, Di siui untuk IIJeI~j(\wab penna~alahan itu, 

malm yang kita pegang bukan definisi meUulllt p E'Jldap~l 1\1 ahlwmah Agung 

mengenai <Cmembahayakan uyawa dan kesehataIl .fjsik" 

Dalam alasan yang dicantumkan pada putusan-putusan pengadilan, m~mang 

dikatakan bahw(I istri akhirnya dapat bekelja st':udiri sebagai pegawai negeri dan 

dapat menghidupi dirinya sendiri dan anak-anak. Namun itu bnkan bermii {l}l:'iJz-

311aknya tidak berada dalam keadaan sengsara, dan ini dikembalikan lagi pada 

definisi yang sesungguhnya dari keadaan sengsara itu sendiri. Sedangkan pada 

contoh kasus antara Yusuf dan Neny tidak ada petu~iuk yang .ielas mengenai 

akibat yang diaJami oleh anak-anak mereka setelah kepergian Yusuf Sehingga 

dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kejelasan tentang apakah 

perbuatan yang dilakukan Yusuf telah membuat anak-aJlaknya dalam ke(ldeJaJl 

sengsara, namun dari sudut pandang keadilan, perbuatan itu mengakibatkan 

anaknya dalam keadaan sengsara 

Sehingga, apabila pendapat Mahkamah Agung tentang definisi keadaan sengsara 

itu dipaksakan maka dalam prakteknya agar pasal 304 KUHP itu dapat diterapkan 

harns menunggu sampai anak illl sakit, atau bahkan rneninggal. Hal illi lwrarti 

hakekat tentang keadilan dan prinsip perlindungan terhadap anal< itu tcJah 

diabaikan. 

Dengan tidal< ad~UJya landasan hukum yang kuat lIntuk memberi d~finisi pada 

keadaan sengsara tersebut, berarti definisi yang diberikan menUnlt pendapat 

MallkamahAgung it'll tidak melnpunyai kE\kuatan mengikat M emang ada kGllanya 
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daJam praktek terhadap kasus yang sarna dijatuhkan putllS<ln dengan pertimbangan 

y<Ulg smna dellgan perlimbangan p(lda putusan hakim terdahulu, yang sering 

dikenal dengan i8tila11 yurispmdensi . NmnuJl, mas ih ada 8atu hal yang perlu 

diperhatikau oleh seorang hakim sebelum memutus dengau Yl.lrisprudensi, yaitu 

tentang bagaimana menempatkan hakekat perlindungan anak ~ebagaimana 

mestinya. 

b. Perhuat.an tersebut. dilakukan de!l,~ sengai~ 

Pada unsur ini , mulai dipertanyakan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam 

perbuatan terse but. 

Dalam hukum pidana, teori kesengajaan yang paling efektif adalah teori 
pengetahmm, keseng~aan adalah kehendak lIntuk berbuat dengan 
mengetahui unsur-lUlsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang. 
Karena, dalam kehendak dcngan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab 
untuk menghendaki sesuatll orang terl ebih dillllliu harus mempunyai 
pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu. Sedangkan keefektifitasan 
teori ini terletak pada pembuktiannya, yaihl pembuktian tersebut hanya 
ditujukan lmtuk peltanyaan ten tang apakah terdakwa. mengetahui, 
menginsyafi , mengerti perbuatannya yaitu kelakuan yang dilakllkan, 
maupun akihat dan keaclaan-k0<Jdm:m yang menyt>rta.inya Terkecuali adaJah 
untuk perl<ara-perkara yang peuting, dimmhakan pembuktian adanya 
hubungan kausal batin tadi , t;edangbm mengenai pcrkara lain, ki ta 
amhilkan jalan mmla saj a Y;1J1g 180ih mudall untuk I.1wngadak~J1lya} jadi 

k
· ·;;8 

pra :tI S . . 

Pada contoh kmms antara Yusuf (lim N eny, unhlk adallya kesv-ugaj aall rnaka perlu 

dibuJdikruJ apakah Yusuf daJrun haJ ini sebagai terci'lkwCl mengetaiJui , menginsyafi , 

mengerti perbuatannya, maupun akibat dan koadarm yang menyerlainya. 

Ada. beberapa peristiwa. yang menu~iukbn fakta hahwa daJnm perhu(ltannya Yusuf 

mengandnng ummr kesengaja-'lll, yaitu: 

3SNfoeljatno, Q};l.Cit., h.1 72 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



51 

a, Berdasarkan keterangan saksi 1) irn iJl Pawirotinojo, hahwa ia pernah ditemui oleh 

Yusuf yang bemlaksud alum mondok (kost) oi tempatnva, bahkan pOOa wakh.l jtu 

YwmfjugH n10ngatakan padanya bahwa Yu~uf akan pi sah dengan iStTiuY(1, lOak:.i Ia 

mE"ncari pondokarL 

b. Dahun aeara pt~JJ) eriks}lkln di sidang, Yll::;U[ TriYOIW [fiI~'!1gp l..~. 1i t~ntaI!g p t~rhlJa'-anJlya 

dWI h~1 tersebl.ll diJ(tKukall karew11idak semUlg deIJgml isirillya 

c. Saksi 'TJimin juga nwngatakan bahwa ia tt~l~h mt'mhE'rif(l.hu 'Yuf;llfl ~nt ang kedHtang­

eUl iSlr inya ulItuk mellcarinya tapi viusuf lfIengatakan akan memikirkannya, lni 

menunjukkan ball\'v'a Yu~uf lllE'llgetahui istrinya dfltang ( yang seeara logis dapa1 

dikelahui kalau saal itu istrinya s~dang membutuhkan 8umninya ), IlaJIlUIl terdakwa 

tetap pada pendirian untuk meninggalkan istri dan anak-anaJ.;nya 

Fakta-fhlda di atas menurtiukkan bahwa YU8ufmelakukaIl perbuatmJllya dengaii seng~ja, 

c. Adanya kewajiban untuk rnernberi kehidll.p.@LI~.era-":~!~ at~!Lp-emeliliill"aan __ Y<!!l..g 

ditentukan oleh hukum atau perj anj ian yang herlaku di atasn~ 

Kew~iban orang tua ulltuk memberi kehidupan, perawaian ahm perneliharaan itl! 

ditentukan oleh hukulll yang berlaku. Ket~ntu:Jn yrulg mengatu( hal ini adalah pasal 

304 KUHP. Sedangkall hllkum y~Ulg berlaku antara orang tua dan anak berikut 

kewajiban orang tua dapat dilihat pada: 

1). pasaJ 45 un No.1 Talnm 1974 ," Kedua orang tua vI-'<l.iib mernelihant dan mell­

didik anak-anak rnereka dengan sebaik-baiknya, kemudian didukung oleh aturan 

hukum lairmya, yaitu: 
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2). {JUNo 4 Tahun 1979 ten tang kesejahteraan an.a!<: 

- PasaJ 9;' ora.llg 1118 a.dalail yang pertama-tama bertanggungjawab atas ter­

wluudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani mapun sosial." 

- Pasa} 2(1):' Ana!< berhak alas ke. e-jahteraan, perawatan aSllhan dan bimbing­

an berdasarkan kasih sayang baik dalanl keillarganya maupun di dalam asuhan 

khllsus unt.llk lumbllh dan berkembrulg dengall wajar." 

- PaBaJ 2(3)," Anal< berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupUll sesudah dilahirkan." 

Dengau dipenuhinya UI1f:.:ur-unsur dari pasal 304 KOHP tersebut, maka perbuatan 

st"orang ayah tadi (contoh kasus Yusuf) yang telah rnenelantarkan anak istri dengan 

meninggalkan dan tidak memberi nafkah lahir batin sudah dapat digolongkan sebagai 

perbuatan pidana. Namun dengan dipenuhinya unsur perbuat.an pidana) tidal< 

Olenyebabkan dapat dipidananya seseorang, karena masih ada persyaratan mengenai 

pertanggullgjawaban pidrula. Sekilas uraian mengenai peJianggung jawaban pidana 

ini adalah lmtuk menyikapi ala.~an-alasall yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan 

untuk memenangkan terdakwa, yaitu karena status ekonomi yang mempengaruhi g~i 

terdakwa. Seseorrulg dapat dikenai pertrulggungjawaban pidana jika ada kesalahan, 

yajlu : 

a. M arnpu bt\rtanggungjl1\vab :, 

b. A (hmy<.l kesengajaan ala'll kt> aJptJHH; 

c. Tidak ada aJasan pemaaC >'> 

3"U)id. h ] 64 
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Maka kita akan m~nitik beratkrul pada unsur ke tiga dalam kaitarmya dengan alasan dari 

peugadi I all i erselm\. 

Alas<lll-aJa~(m membt'ba'lkan terdilbva oleh pengadilan terse but adalall : 

a. 'ferdakwa tidak dapal mencukllPi diri sendiri sew~jamya 

b. Hal itu disebabkan karena gaji minus, 

c. Pellyebab utarmlllya adalah suami adaJah pegawai negeri padaB.K K yang dijatuhi 

hukmmm ~chorsjng dW'j kanl:omya di mana ia bekerja 

AlasaIl-alasan ini keIlludian ditunjarlg oleh slIatu fak1a yang dikemllkakan hahwa istri 

suciah lH~nd~lpaHmn pl"kE'rjaan ~0bagaj peg~waj nC'geri dan d~~t l11enghidupi dirinya 

:>f"Ildlri dan anak-anak. S~biJ1.gga, alas kenyaiaan t0fsebut dijadikan alasan bagi pengadilan 

unluk rnembebaskall terdahv<l, sehingga alasan-alasan itu seolall-olah dijadikan alasan 

pemaafbagi perbuat<:m pidana itu. tlntuk itu kita perlu menil~iau tentang aJasan pemaaf itu 

sendiri da/am rangka pertaIlggungjawabrul pidana 

Alasall pemaaf menlpakan alasan yang rnen,ghapus kesalahan terdakwa yang dilakukaIl. 

Jadi perbuataIl yang dilakukaIl memang melawan huk'um (menJPakan perbuatan pidana, 

t~tapi hsalahau dirnaaikalJ),sehingga di sini tidak ada kesalahan yang mengakibatkan 

tidak dapat dilllintai pertanggungjawabaIl pidana.t,c 

Yang dapat dipakai sebag<li dasar alm;;an pemaafmenurut KUI-ll' adlilah: 

a. pal'::{ll /ttl KUJ{P," tid(lk OHlmpu hertanggllngjawah karena cacat: dalarn tumbulmya (1-

tau lergallggu karl.:na ponyakit. 

b. pasal 49(2) KUHP, yaitl.l mengenai p€'mb{-\ /.aan yang melampaui batas, misal oraIlg 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



54 

membela diri dengan menembakkan pistol, sedangkan pernbelaan dengan 

mengguJlakan pemllkul kayu sudah cllkup. 

c. Pasal 51 (2) KUHP, tentang perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak 

berhak tidal< membcbaskan hukuman kecuah pegawai dari kuasa iill memandang 

ball\'Va kuasa itu seakan-akan saIL 

Sehingga aias pa<;:al dalalll KUHP j el(l~ 1wJlpak bahwa tidal< fepat apabila ahlsan gaji 

t0rdak waJ){'rikut ke(idakmampurumya akibat dischorsing dipakai sebagai dasar untuk 

membel}w~k(UJ 1.I:"rdlli<wa. Sehingga, konsekuensinya adalah seorang ayah tersebut tidal< 

terlepas dari pertanggung jawaban pidana. Namull, ma':lih ada barapan bagi terdakwa 

yailu Hwsih dimungkinkannya keadaan iilJ tersebut dijadikan dasar pertimbangan bagi 

pengambilan putusan akhir mengenai sanksi pidananya, yang dirasa dapat meringankan 

lerdakwa. 
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PEJ\~'NTUTAN T}::RHAf>AP HART A KEKAY AAN YANG 

BERAUJ\ DALAlv! KEKlJASAAN S"Il:ORANU AYAH 

1. Hak-hak anak yang menjadi dasa .. pemmtutan 

Sebelum melllulai pembahasan Bah ill ini, perlu dikernukakat~ babwa penuntutan 

terhadap harla kekay::.tan il); tidak tcriepas dari perbllaian seorang ayah yang telah 

meninggalkan dan tidak mernberi nafkah terhadap anaknya sehingga membiarktm anaknya 

dalam kEladaan 8engsm-~t D~ngan katalain, hak penuntutan itu hallya ada dalam kondisi di 

rnru13 seorang ayah (dab melalaikan kewajiballIlya krhadap anak schingga ,mrumya dalam 

hseH.gsar~an. Peld elasan ini THutlak diperiukan rnengingai lmk-hak keperd<:liaan dari anak 

hanya menyangkut pewarisan (tentang harta kekayaan) 

Dalam sihJasi yang nOlmal dalam sua1.u kehidupall mmah taugga. rnaka hm-ta 

kekayaan (harta perkawinan), baik haria bersarna smuni istri ataupun harta bawaan dari 

sUllrni alau isiri, maka anak-allak mereka dapat rnenikrnati haria kekayaan tersebut. Namun 

perIu adal1ya pembatasan bagi arti kat.a~'menikmati", yaitu tidal< tenuasuk wewenang untuk 

beheer m3uplffi beschikking. 

Nanmll sekarang kila dihadapkan pada situasi ymlg berbeda, di mana pada suatu 

hhidupatl nllnah tangga yaug retak, di mana seorang ayah telah meJaJaikan kewaj ibannYR 

tcrhadap anak dC"llgan menillK~alkatl anak-anak ,sekaligus tidak rnemenuhi kewajibannya 

untuk memoeri mrl:kah. Situasi se 1 anj u tny a, kepergian seorang ayah t.ersebut dengan 

flI ",mbw.va lK~benq)a hmia kekayaan yang llotabene merupakan harta kekayaan, baik harta 

kekayartll bersmna, harta pribadi istri maupUll milik utau harta pribadi dari ayah sendiri. 
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Di sisi lain, kita m~mperbandingkan bahwa jika mereka tidak terli.bat dalam suatu 

kehidupan broken home dan orang tua mereka berada daJam satu atap tinggaJ bersama 

mereka,. maka mereka dapat leluasa menggtmakan harta kekayaan tersebut (dalam hal ini 

objek dari penuntut.an itu adalah barang tertentu, yaitu mobil). Tidak tennasuk dalarn 

'keadaan ini adalah walaupun harta kekayaan itu berada dalrun kekuasaan ayah (misal di 

filmah ayah yang lain yang terpisah dari rumah istri), namun oleh ayalmya anak-anak tet.ap 

diperbolehkan lmtuk menggunakannya 

Di sarnping itu ada beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang dapat dijadikan 

dasar hagi penuntutan harta kekayaan dari seorang ayah: 

a. UUNo.4/ 1979 

1) Pasal 2(1) 01] N04/1979 jo pasall (1) hurufa 

2) Pasal 2(1)," Anak berhak atas kesejahteraan .... " 

3) Pasal 1(] )," hsejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

anak yang dapa! menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik 

secara rohani, jasmani maupun sosial." 

b. Konvensi Hak-hak anak 

1) Pasal 27," Negara -negara peserta konvensi mengakui hak s~tiap anal< atas hhi­

dupan yang layak lmtuk pengembangall fisik, mental, spiritual, moral dan sosiaJ 

anak." 

2)Pasal 26(2)/' Orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab utama un1uk men­

jamin, dalan1 batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi k~hidupan 

yang perlu untuk pengembangan anal<. 

c. Sc>millar Perlindungan Anak atau Remaja yang diadakan oleh Prajuwana pada tahun. 
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1977) ada dua pemmusan tentang perlindungan anal<: 

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh set-iap orang maupun l ~mba-

ga pemerintah dan swasta y<:Ulg bertujuall llI t"ngusahakan pemenuhan 

kesejahteraan ilsik, mental dan sosial anak-anak dan remaja yang sesuaj dengan 

kepentingannya dan hal< asasinya, 

b. SegaJa daya upaya bersanm y::mg dilakukan dengan sadar oleh perorangan, kelu-

arga, masyarakat, badan-badan p~merintah dan swasta untuk pengamanan, 

pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah danjasmaniah anak berusia 21 

talJUll, tidak dan bt':lum pe:rnah menikah~ ~~suaj dp-Ilgan hak asasi dan 

kep~ntingannya agar dapa/" rnellgembangkan dirinya seoptimal rnungkin.41 

2. Dapat Atau Tidaknya Seol'ang Anak Menuntut Hruta Kekayaan Yang Ada Dalam 

Kekuasaan Seorang Ayah 

Seorang anal< tidal< dibenarkan untuk menuntut harta kekayaan yang berada dalam 

kekuasaan seorang ayah) w<llaupun terhadap anal< t.ersebut. telah diliputi suahl kondisi 

yaitu: 

a Keadaan hidup anak yang terlant.ar akibat perbuatan seorang ayah yang melalaikan ke-

wajibarmya terhadap anaknya dcngan tidak memberikan nafkah penghidupan dan mc-

ninggalkan selama bertahun-trull.U1 dengan membawa serta beberapa hma kekayaan ke 

dal <un kekuasaannya 

b. Undang-nndang telah mengatur hak-hak anak berupa kesejahteraan jasmani yang dapat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



58 

menlartUn seorang anak untuk untuk mt'!nuntut harta kekayaan yang bt'!rada dalam 

kekuasaan seorang ayah 

Ada dlla alasan mengapa seopmg anak tidak dapat menuntllt harta kekayaan yang 

berada dalam kekuasaan seorang ayah, walaupun terhadapnya telab dilingkupi suatu hal< 

oleh Undang-Undang dan upaya tersebut dilakukan masih daJam kerangka suatu perbuatan 

mehmggm" hukllm dari seorang ayah. Alasan1ersebut iaJah : 

a Dalam kerangka suatu perbuatan melanggar hukum dari seorang ayah, maim seorang a­

nak hanya dimungkinkan unmk melakukan gugatan aJimentasi, yaitu gngalan yang 

rnendalilkan suatu perbuatan seorang ayah yang melanggar hukum, dalmTl hal ini adalah 

pasal 45 (1) UU No.1 Tabun 1974 yang menetapkan suatu kewajiban bagi seorang ayah 

untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya Dasar dari ketentuan ini 

adalah karena uang dari hasil garlti mgi ata~ perbual.an melanggar hukum dari seorang 

ayah telah cukup untuk memenuhi kebutuhan anal<, sehingga anak dianggap tidak lagi 

dalarn keadaan terlard.ar. Namun, bagaimana halnya apabila yang te~jadi justru 

sebaliknya, di mana uang ganti mgi yang diterirna oleh pihak yang dirugikan belum 

cukup, bahkan tidak sesuai dengan kerugiarl yang diderita. Di lajJl pihak dalam hal 

pebuatan seorang ayah yang telah melalaikarl kew~ibarmya, yang kemudian lantas 

rnernbawa beberapa haria kekayaan yang bukarl selunlhnya harta pribadi seorang ayah 

tidaJ< dapat dibenarkan. Sehingga atas ala')an inilah, mas ih ada upaya lain yang dapat 

ditempuh selain upaya anak untuk menuntut haria kekayaan seonUlg ayah, yang 

hertltimm untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak darl mengatasi tindakan 

sewenang-wenang dari seorang ayah. 

b. Pro~es penuntutan terhadap harta kekayaan yang berada dalam kekllasaan seorang ayah 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... PEGGY DESIANA



59 

oleh seorang anak terlalu rumit dan dirasa tidak efisien. 

Berikut ini akan diuraikan tentang penuntutan terhadap harta kekayaau yang berada 

dalam kekuasaan seorang ayah apabila hal itu dilakukan oJeh anal<. 

Lernbaga yang disediakan untuk rneruamin snatu hak dari pernohon adalah lembaga 

sita revindicatoir. Namun prinsip dalam lembaga sita revindicatotr, bah\va yang dapat 

mengajukan sila revindicatoir adalah pernilik barang bergt:rak yang barangllya dikuasai 

oleh orang lain.42 Jacti , agar seorang anak dapat menggunakan h~mbaga ini , maka anal< 

harns berkedndukan sebagaj pemilik. Narnun yangjadi pengharnbat di sini adaJah armk iLll 

bukan sebagru pemilik, rnengingat bahwa hak milik itu barn diperoleh dengan lima car:~ 

menurut pasal 584 BW, yaitu: 

a pemilikan atan pendakmm, yaitu dengan suafu pemyataan bahwa itu adalaJl milik anal< 

Inipun membuluhkan proses pembuktian 

b. Perlekatan, yaitu asas perlekatan dalam hukurn t~ntang pertanahan 

c. Daluwarsa 

d. Pewarisan; baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat 

e. Karena penUl~iukan atau penyerahan beroasarkan 8t8.· smitH pl;"l"jstiw~ perdal.a tlJJ tUK 

meUlindahkan hal< milik, yang dilakukan oleh seorang yang twrbuat b('!bas f(;'rh(ld~r 

kebendaan itu, rnisalnyajual beli aiau pellghibahan. 

Sedangkarl daJam kaslls ini proses pemindahan hak milik dari ayah maupun ibu, baik 

melailli proses penghibahan atauPIUl proses pewarisan behufl tel~iadi. Akibaillya, anak 

dalam hal ini belum dapat dikatakan sebagai pemilik dan upaya menggunakarl Ie<mbaga 

sita revindicatoir, adalah tidak sahrnenumt hukum. SehillggR beberapa atufCm yang 

42Sudikno Mertokusurno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet.li, Liberty, YogyakaJia, 1999', h.69 
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memuat perlindungan hukum terhadap hal< anal< ti dak cuk'Up 1m at untuk mendukung 

diselenggaral<annya upaya pemmtutan dengan mell.g.gunaluUl lembl'lp.a sila revindiclitoir. 

Upaya lainnya kemudian adalall dengan menggunakan terobos(ln ter-hadap prinsip 

dalam lernbaga sita revindicat.oir. Terobosan hukulIUlya adalah bagaimana memberikliIJ 

status pemilik kepada anak itu, tentunya melalui upaya yang disahkan menumi hukum. 

Sehingga kembali pacta cant peroldJall hak milik menurut pasal 584 BW, khususnya yang 

melalui proses penunjukan atall penyerahan harang afas sualu peristiwa perdata untuk 

mernindahkan hak milik, yailll yang diJakukan oleh seorang yang bt"rhuat ht-bas lerhi'ldap 

kcb\~ndaan itu. Dalam hal ini proses yang sesuai adafall jual lw li, p01lgtlibahaJJ dan proses 

Jain-lain yang bersilat pelIlindalwlJ hak milik. PrOS~t; pl<wmis~\JJ dalmll rangka IljHtya 

penerobosan terhadap sita Hlvindicatoir ini tidak dapal. digl.lnakau, yang dikarenaJnm 

prinsip dalam proses pewarisan illl mutlak tidak dapl'It digullakan dahult hal iui. Karell<i., 

dalam pewarisan itu pemberian yang dilakukan dalmTJ sualu t~sta.m~Jl at<II.1 mu-at wasia! 

bani akall berlaku apabiJa si penghibah meniJlggl:lI dunia. "'; Sedanf-,kan penghihahan illl 

s~ndiri berdasarkan definisinya dalam parmI 1666 BW. mellJpakan p~lJlb eriaJ1 S'~m<lSH 

proses pengjlibahan, yang dalam hal ini dilai<ukaJl old) seorang ibn kd ladap l1lJakllY;J .. 

y;.mg pertu diperlH11ikw) arlalal! jahulJtya pt"llgiub(llWII itu seudiri . P C' ltg!tjb~d'l(lIl ) dalrun hal 

ini hanya disahkan apabila rnemP-1lUhi syarat: 

a. Dari sisi p~mb~ri hibah itu sendiri . 
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I'~nghjbah h aJllR b~rkedlldukan ~~bagai pemilik Keh~U11~(U1 t; (~b(lga i pemi!ik itu tdah 

terbukti dl;!ItgmJ dil,;anlumkaIlllya pasal 584 BW, j<.mltama pada pro~es perolehrul hak 

milik Y(log kelima, " ." .dilakukan olen SE'Onlllg yMg berlJllat bp.bas terhad(lp kebendaan 

ilu." 

b, Dari sis. objek hibahan. 

Hanls mempakan harta pribadi ish-i, berk(litan d€'!fl,I~~Ul k~wenangrul i ~rhadap hruia 

pribadi . Untuk itu, kemlldian perlu dik,;,,(aJmi tE'lIhmg IJma malla yang temlasl.lk ke 

dalam harta pribadi, 

Dalam suatu perkawimm dengan persatllaI1 hulat, oldl 1 ind<ing-tJndang dan kehendak 

pihak ketiga, dirnungkinkan adanya lebih darip<ld(f satu keJolflpok haria kekayaan yaitu 

harta bersama dan harta pribadi istTi atau sHamj , Sehjn&.~a, untuk se J ~nj l1tnya diperJukan 

adanya pemisahan antaTa harta bersama suaIni islri dau harta pribadi slIami arau islri, 

berikl.lt wewenang suami atau istTi terhadap hruia prihadinya. Brrikut ini akan dipaparkan 

konsep haJta perkawinau meuurut sudul panoang uu No 1 tahun 1974, terulama pasaJ 35 : 

(1). Harta benda yang dip r.role:h selama perka\,vimUllllel"UHdi haria bers<:ill1<l 

(2), Harta bawaan oari masing-masing 8uami d~n islri dan harla benda yaug dlpero­

lE'h masing-masing ~ebagai hadiah a(all wansan , adalah di ba"vah penguasaan 

masing-masing sep(lr~jang pm-a pihak tidak rnellenlukan lain, 

M enUfU( LTU No 1. Talmn 1974 kelompok h(lt1a-IJwia yang mungkin terbrnlllk adalah : 

(Cl) harta bersama; 

(b) harta pribadi :' bl. harta bawaan sH(Jmi ; 

b2. haria baW<1all islTi :, 

b3 , harIa hibahrul alau wm'iswJ suarui ~ 
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b4. harta hibahan alall warisan istri; 

Hruia pribadi , menlpakan hru-I"a yaIlg sudah dimiliki slIru.Hi atau istri pada saat 

perkawinan dilangsungkall tidak masuk ke dalam harl"a bersama, kecuali mereka. 

rnernperjaruikan lain. Haria inilall yarlg disebut haria pribadi SUClllll atau istri, untuk 

rnembedakaIillya dengan harta bersama. 44 

Apa y~U1g dimaksud "haria bawaan" dalam Undang-Ulldang maupun dalam pt;njelaSaIl 

Uudang-Undang Hepllblik IJ1donesia No 1 Tahun1974, tentang perkawinan tidal< ada 

peI~jelasrul lebih l~.iut, letapi mengiugat bahwa apa yang dipt;rol~h sepanJang 

perkawinan termasuk dalam ke\ompok hruia bersam(l, maka darat dirnenge<rti hahwa yang 

djmaksud di sini adalah lu:u-ta yang dibawa,jadi yW!g suoah aoCl pada smuni dan atau isiri 

ke da! am perkawinan 

Walaupun tersebut dengarl j elas dahun pa~al 35 (2) UD No.1 Tahun 1974, tetapi kalau 

kita mengingat pada ketentuan pasal 35(1) lJ U No.1 Tahun 1974, maka ketentuan 

mellgenai harta pribadi hibahan drul waris<tll, kiranya IHUlyaiah meliputi hibahan atau 

wari sau sliami is(ri yang diperoleh sepmBang perkawinan saja. 

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, rnaka dapat diketahui har1a-harta mana 

yang (ell11asuk atau mel1lpakan haIia pribadi istri . Namun, pada tahap berikutnya perIu 

juga dipahami lelltallg s~jallh mana wewenallg istri terhadap h(!rta pribadi I~rs(;lbllt, 

weWf!H<mg p eIlllh). Dcu'i sini kernllclimt (hlj)flj dih:tahui {eniang sah atl:lll tidaknya perbuatarJ 

is(ri yWlg nl~nghjl' ahkan h ~uia miJikllya l,?rharlap W1aknYH. 
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.Tika diadaknll pE'rbandingan dE"ngan weweuang yang menyangt.'ut haria bersama, 

i:,;tri tidal< IfH;'!mpllny~ i \A..:~wenallg pt"Duh. Karena, terhadap harIa persatmlJl , 8uami yang 

haru~ mengunls harta k(;'kayaan persatuan. Menumt pasa\ 124 BW, ".Mengum~" di Slm 

ber-arti memberi wewemmg pada suml1i untuk menjual, mernindalt tangankan d;:Ul 

membeballinya tanpa camptlr tangan si istri, kecuaIi dalam hal tercantum dal<UTI rasal 140 

(3) BW. Berbeda haJnya apabila wewenal1g itu menyallgkut harta pribadi atau bawaan si 

iRtri yang mana tidal< temlasuk haI1a persatuan, yaitu seperti yang telah niberi pE'mbagian 

yang j elas pada hagian di alas. Dalam hal ini , istri mempunyai wewenang penuh, baik 

beheer maupun beschikking, kecuali kalau merekCl sebelum k(l\-vin tennasuk orang-orang 

yang belum dewasa atau berada eli bawah pellg(!InpmtIl.4~ 

Prinsip tentang \vewenang terhadap hmia pribadi tersebut, didukung oleh pasa! 35 

dan pasaJ 36 dari UU No.] TallulJ 1974. 

Pasal 35 (2) menyatakan," Hart-a bav,raan dari masing-masing slI<lmi dan istri dan barta 

benda yang diperol p,l! IlIa:,:ing-masiug sebagai hadiah a1au warisan, adalah c.Ii bawah 

pengua."aan masing-JDa~ing ~~panjang para pilJ:.lk tid~~( m~m~n(ukan lain ." 

Dalaln pas:1j 35 (2) I.idak ada laHlbahan kala-kala " ~epalJ.iaHg perkawillan '" karen a 

ya/J.P, I idiik (;akap uutuk bertindak." 

S~dal gkall pasal 3(, (2)," M ellgellai harta bawl:Ian maRing-masing, smuni d::ln istri 

lIJeJllplIuy:·,i hak F;(-:- /H-<l1uhnya untuk nwiakuk<m perbuat:-m hli).lHU nwngeJl:.1i had~t btmdm'y~l." 

- - - -- .- -- ---- -- .-
4)Ibid. h 197 
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M·ak~ud dari kata penguasaan at au beschikking adalah "mengadakan pembahan" aias 

IHu1 a kekaymm yang leJ;:lh rliperlukan oleh keadaarmya. Sebl1gai conloh, mt1~jllal ata1.1 

Df-ng<iIl lUt\udasarkriTI pada paf{al-pa~aJ y~mg mendu}.amg, maka untuk hanmg 

bawaaJJ milik ish-i, lllaka istl'ilah yang berhak m~l al.Cl.lbll1 tindakan, dalam hal ini 

Ut'schiici,ing, yaiill JlJeIl.~)I(ldi})hkaIl barang-b<inmg miliknya sendiri. Di sini yang lebih 

cliutamakan adaJah m\~ngenai w(~wenang dalam hal b("sci1ikking, karena nmng lingkupnya 

IBbih i li~:-; daripa 1<1 Wf'vwmmg yang hanya merupalnm p t'-ngurus<m sa.ia. 

penm (U(;:U1 adalah mobil, yang Inempakan b~nda bergerak yang tenf(lftar, maka memakai 

kett"lllmm ienlallg penyerahan terhaoap b enda tidak bergerak, yailu mengikuti pa.'Sal 616 jo 

pasal 620 HW. Sehingga, rnenufut kfdua pasal itu ada dua proses yang l.mTus diikuti , 

Y<lil u: 

(i PE'ny~nl.han secara nyaJ.a. 

Tall(fP (lwal adalah da1ang pada nolaris untu dibuatkan akte yang memuat peJ:ianjian 

pOIJghib(lhan Kemudian p~mberi hibah menyerahkan bukti pemilikan ditambah dengan 

kline; mobiL Pellyerahan kUHci mobil ini merupakan penyerahan secanl. simbolis, 

\.valal/pun harang berflda dalam hhlafma.l1 seonmg ayah, bu-ena tidak menyalahi pasal 

1667 BW, b»hwa h(lH IJlg yang dihibahkan suciah ada. 

b . . Peny\~ rah(t.Jl s;ec·ara Yllridi~ . Kutipan dari groose <lkte didaftar pada Badan PeJiMahan 
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Nasional. Kemudian akan diumumkan, agar objek hibahan tidal< menjadi obyek 

sengketa. Setelah diyakinkan tidal< ada obyek sengketa,baru diadal<an proses balik 

nama, yajtu dalam hal ini dari nama ibu menjadi nama anal<. 

Dengan c1emikian, sahlah kedudukan anal< sebagai pemilik, dan lembaga sita 

revindicatoir baru digunakan. Perlu adanya suatu pengenalan lebihjauh terhadap lembaga 

sit.a. revindicatoir ini, agar dapat diketahui sejauh mana peran mal<simal dari lembaga ini . 

Perkalaan "revindicatoir" berasal dari perkataan ' revindiceer' , yang artinya 

mendapatkan. Perkataan revindicatoir beslag mengandung pengertian penyil.aan untuk 

l1lt?ndapaLkan hak kernbali . Maksud dari penyitaan itu adalah agar barang yang digugat 

j<fJJgml sampaj dihilangkan selama proses berlangsung, atall dengan kala lain untuk 

lllt"lljal1lin gugatan apabila di kemudian hari ternyata dikabulkan. 47 

Da~(if hllkum dari sita. revindica10ir adalah pasal 226 HIR. Yang dapat mengajukan sita 

rf-viudicatoir itu adalah seliap perniIik barallg bergerak yang barangnya dikuasai oleh 

OI'<llJg lain, yang dahlin hal ini sebagai pemilik adalah anal<. Sedangkan, dalam sita 

revindicatoir ini yang dapat disita adalah barang bergeral< milik pemohon. Barang tetap 

tidak dapat disil.a sec~ra revindicaloir karena kemungkinan akan dialihkall atau 

diasingkarmya banmg tetap t~rsebut pada umumnya adalah tidak ada atau keeil, karena 

pada llIfllliunya p~ralihaJl alau pengasingan barang tetap tidal< s~mudah peralihan barang 

bergerak. 

SeJanjull1ya~ perllllIlt;:twl ienlang 8i\a revindicatoir ini diajukan kepaoa Keiua 

Pengadilan Negeri, yaug dapat di ajukan secara lis<tn atau tertuJis. Barallg-barang yang 

dilI1iJJIakan sita revindicaloir hams diterangkan dengan seksruna dan terperinci. misal 

.; iKt:.tno""uian Suhmtio .jail Iskandar Oeripkarlawinata, Hukum Acara Perdata daJam Teori dan­
PrakLd:.... eel . VIT, MandaI' Maju, BClrldw-Jg, 199:'), h.l 03 
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yang dituntut dalam hal ini adalah mobil, maIm harus dirinci, misalnya mobil sedan 

Mj;;rek Holden tahlm 1974, PoI.No.D-ll-AA,wama bim. Barang bergerak yang diminta 

harus dibiarkan ada pada pihak tersita lmtuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut 

disimpan di t.empat lain yang patut. Akibat hukum dari sita revindicatoir ialah bahwa 

pemohon atau penyita banmg tidak dapat nwnguasai barang yang telah di~ita > sebaliknya 

yaug tE'rkeua sita diJarang untuk mengasiugkannya. Apabila gugatan penggugat 

dikabulkan, maka dalam dictum putusan, sita revindicatoir itu dinyatakan sab dan 

berharga dan diperint.ahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan pada penggugat, 

sedangkan kalo gugatan ditolak, maka sita revindicatoir yang telah dijalankan dinyatakan 

4" untuk dicabut " 

Dengan demikian, terlihat bahwa proses penuntutan apabila dilakukan oleh 

seorang aIlak sangat par~jang dan nunit. Sehingga, demi mel~jaga dan melindungi 

kepentingan anak atas kehidupan yang layak masih disediakan upaya hukllm lain yang 

tidak dilal·:ukan oleh anak melainkan oleh seorang istri dengan memanfaatkan lembaga 

sita maritaal, yang dirasa lebih efisien, temtama apabila dipandang dari segi prosesnya 

3. Vpay~ Lain Vntuk Mengat.asi Ket.idakefekf.ifan Penggunaan Lcmbaga Sita Re--

Rcvindicatoir 

Mengingat. penggummn upaya .Iembaga sita revindicatoir lmtllk memmtut. haria 

keJmyaan yang ada dalmll kekuasaan seorang ayah oleh seorang anak tidak efisien, maim 

masih ~dn lIpaya Jain yang lohih menjmnin keefekt.ifan temtarna dari segi prosesnya. 

Alasan PCl1Ul\jukan upaya sita maritaal ini dengan tidal< melupakan bahwa kehidupan anak 
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telah menjadi terlantar akibat perbuatan seorang ayah yang sewenang-wenang yang tidak 

mernberikan nafkah penghidupan dan membawa pergi beberapa harta kekayaan. Selain 

ilu, keuntungan-keuntnngan daIan1 menggunakan sita maritaal ini juga dijadikan sebagai 

salah satu alasan utama. dipil ihnya sita maritaal. Keuntungan yang dimaksud adalah: 

a. Dengan menggunakan upaya sita maritaal, untuk menuntut harta. kekayaan dalam 

kekuasaan seorang suarni (karen<l sita maritaaJ dilakukan oleh istri) tidal<. diperlukan 

sHain datil ten(ang hak ~nHk atas hruta ke-kayaan yang b€!rada dalam k~kuas}lan 

seonmg <lyall , yang didasarkan atas suall) pernikiran bahwa kehidupan anak terhml.ar 

dan tidak cukupnya ganfi lligi d~ri perbu(ltan illi. D~lil di atas memang dirasa 

lIJeII1uugkillkan,jika ditirtiau dari segi keadilan. Namun, yang dipemmsalahkaIt oi sini 

balJwa gugalan dengan menda.sarkan rada cla!i! ters('but :lcl:ll~ Ipmah, ml?-ngingat 

~WjtlJ priwsip hGlJtwa krhadap perbuatall meianggar hukurn dari seorang aY(lh, anak 

S","drlIJgkaJl (hmga/l P ~Jlgglln(;f~l11 IIp<tya sila maritaal ini di1akukan oleh s~~orang istrj 

823 -823 j R v, I1l0mlil'~rikaH hak bagi seorang ist.ri untuk melakukaIl llpaya terh~r1ap 

hart<1 kt'k(iy,HllJ yang ben~da dalam kekua,<..:aan s~onmg suarni di lUM dahl-dahl yang 

lll tolHlas<lrkaIl pada pe-rlinduugall krhadap kepel1tingan anak. Mengp,nai bHRaimana ,3 

~iHtt,filflgsi dau tl.tiuan sita lI1aritaa l ini akall diuraikan. Jebih larjut. 

b. l)aua pembahas<Ul teutaIlg penulltut.wl halia. kekayaan y~Ulg berada dalam kekuasaan 

seorang ayah oh:h s00rang anak d€"ngan melalui ja!an penghibahan d;u-i ibunya, maka 

perlllJlhitan ill) hauYH dapal dilf.lkilkall terhadap harta pribadi dari ibu, dalam 

kaitannya. dengaIl kewenang<Ul dalaIll melakukan perbuataI1 hukum terhad~lp harta 
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tersebut misalya dalam hal ini penghibahan. Hal ini tentunya memberikan suahl 

batasan atau dengan kata lain mengurangi kebebasan bergerak dalam menggtmakan 

suatu upaya huktml. Dengan adanya sita maritaal ini. ditentukan bahwa yang dapat 

disita secara maritaal adalah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan at,au 

milik istri mauplUl barang tetap dari kesatuan harta kekayaan.49 

Hal ini menu~jukkan bahwa yang menjadi objek di sini tidal< hanya hartH. pribadi istri 

tapi juga dilakukan terhadap harta kekayaan bersama. 

Sit-a maritaal ini merupakan salah 8atu bentllk sita jaminan terhadap miliknya 

selluiri, di samping sita revindicatoir. Penyitaan tni dilakukan terhadap bal'ang milik 

kreditur (penggugat) yang diktJasai oleh orang lain. Sita jamillaIl illi bukanlah untuk 

menjarnin suatu tagihal1 berupa uang, melainkan untuk monjamin Buatu hak keb0ndaan dari 

remohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disila 50 

Sifilt dari sita maritaaJ ini adalah baJlwa sita maritaal ini tidak berakhir deng~m 

pellyerah,U] atau penj ualaJ.l barang yang disita, sehingga sila mariiaal iui tiJak perill 

dinyatM3n sah dan berharga,~l 

Sedallgkan fungsi dari sita maritaal adalah uutllk melindungi hal< pemohon selama 

pemeriksaan sengketa perceraian cli pengadiJan berlangsung antara pemohon dan 

lawaTmya, dengau menyimpan atau membekukan banm,?, y<lllg dj~ita, agar .i~UJg~1I sal1lpaj 

jatuh ke tangall pihak ketiga,52 Jadi tujuan sita maritaaI di sini adalah lmhlk mencegah rlgar 

pihak lawannya t.idak meHg~sjngkal1 oarallg-b(lI'ang tersebut.. 

49Ib id. h,71 

50Thid, h69 

5lIbi d. h,70 

52Ibid 
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Selanjutnya, dikatakan lagi bahwa yang meluadi pertimbangan dari penyediaan 

lembaga sita maritaal ini adalah karena menurut BW seorang is!ri dianggap tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, dan selain itu juga untuk me 1 indungi si istri terhadap 

kekuasaan maritaal suaminya. 

Lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa : 

Di Nederland sekarang ini, di mana seorang istri itu cakap melakukan perbuatan 
hukum, maka sita maritaal itl.l diajukan oleh pihak penggugat dalam scngketa 
perceraian, jadi bukan hanya oleh si istri. Oleh karen a itu sementar~ p~nulis di 
Nederland lebih condong menggunakan istilah sita matrimonial dl'lripada sita 
rnaritaal. 

HlR tidak mengenal :;ita maritaal iui , tetapi sepcrti yang dapat hta jihat. di atas, 

sita maritaal ini diatm' dalam Rv. Dan di dalrun praktek p~r3diJ3n sekarang in.i sita 

maritaal tidak banyak dimanfaatkan. 

Di samping keuntungan yang mcrtiadi dasar digunak::umya lembaga sila maritaal 

ini, rnaka lembaga ini juga mempunyai beberapa keJemahan. ant<1[(1 Jain : 

a. Berdasarkan fungsi dari sita maritaaJ yaitl.l untuk melinduilgi hak p(;'mohon sclama P0-

!<lnpa adllilya gllgatan perceraian. Sd:1in itu, juga banH> a.d~ BlIahJ. pro~J(dur 

pmwl 19 hUTlIfb dari Peraturan j'cmcrintaiJ I-(t~pubLik Indonesia No.9 t.almo 1975. 

b. Dengan memandang sifat dari lemb<.lg::. sib marita,aj itu, yang tidak bcr(Jkhir d"flgar. 
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penyerahan atau penjualan barang yang disita seperti halnya sita revindicatoir dan 

sita conservatoir. 

Kelemahan ini dianggap sebagai stIatu penghalang manakaJa dihadapkafl pacta suafu 

situasi di mana dalarn hal ini yang diutamakan adalah diperolelmya hurta-harta 

kekayaan yang berada dalam kekuasaan seorang ayah, yang di samping digunakan 

untuk kepentingan anak, juga mengingai bahwa sebagiaIl dari harta itu adalah It~uta 

milik istri dan istri berhal< untuk memperolehnya kernbali. Sedmlgkan j aminan yWlg 

diberikan oleh Rv hanyalah pembekuan banll1g-barang yang diJakukan sila Ilmrilaal 

agar tidak jatuh ke tangan pihak ketiga. Sehingga, dalmn hal ini upaya sita maritaal 

jIll dirasa kurang memenllhi rat;a keadilan yaihl 1ll111.lk menikruah haria kt:kaY(l<111 yang 

dilllaksud. 

Jawab~m at.as permas~ilahan lIB dilemukan pada ~Ul:lltl p erIJyahulll yang 

mengungkapkan bahwa sita maritaal ini ctimononk(lD 0i(>h rihak istri tE'rhadap 

barallg-banmg slIami, baik yang bergerak mallpllIl !ida}.: uerg~rak ) sebagai jamimm 

untuk memperoleh bagiamlya sehubungan dengan gug(Jtan rerc~raian , ag::u' supay(l 

selarrm prose:> herlangsung bar<lllg-uanmg lersebutjan,gafl dihilangkan o) eh sllami .-~:;' 

Sehingga, dengaJl d~~n1jkian masih ada kennmgkimtl1 uJltuk djrf'ro l (' lmy~l l<embali harIa 

kekaymm tersebut, fl<UllUll hams JJleJa lul gllg <1t;:tn pf.fGer(li<UJ l ~rh<h j lJ dClblllll. 

53Remowl.lian Sutantio dan Iskandar Oeripkwtawinata, Op.Cit., h. 106 
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1. Kesimpulan 

BAn IV 

J)ENUrUp 

Dari semua uraian yang telah disarnpaikall di dalam Bah r sampai dengan Bab ill, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

a. Perbuatan seorang ayah yang telah melalaikruI kewaj ibanllya t.erhadap anak meru­

pakan perbuatan melanggar hUh.'UIll. Walaupun, hublmgan antara orang tua dan anak 

yang merupakan akiba1 dari suatu perkawinall diawali dengan adanya pel~iaJ.~iian . 

Karena, pt'rka\·vinan itu selldiri merupakan peljanjian. NrunUlJ, perbuatan seorang 

ayah itu lebih memiliki kecendenmgan untuk dikalakan sebagai perbuai.ml 

melanggcu- hukulll, salah satunya karena. di silll <Ida kc\vajibau hukum yang 

dilanggar, di s8mping ad any a a}asan dellgan mel ilmi (hu-i slIdu!. paud;mg pant 

Slli]ana 

Kemudian dengan melihal Jenmhnya sistem bulmm p;;-rciai.a llllhlk meml3Hlulghm 

pen&.~gat) yaitu terutama dipandang dari s('gl CUl<:a.rnan atau sanksinya. rnab 

dira-::akan ad any a kec~ndenmgan kurang ei(o.kti:fiwa sisiem ]llIkullJ yang ada daiam 

meI1iatl?.,kau perbuatrul seorang ayah yang tr.>!ah lll': !a1aiklm k", wajibannya l(Thadap 

anal<. Sed~mgkan di pihak lailJ IHII illl juga mt'J~iadj pellg,haJang bagi pibak vmlfJ, 

dil1lgikan uutuk mencari keadiJllil yung seharllsnya ditegakkan. 

Selain itu, dalam praktelmya <Ii pengadiIaJ.J , cenoenmg memenallgkan tergu,gat 

dengan berlindung pada sistem huklllu perdata, terutama dengan mendasru-kan pada 
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pasal 45 lIU No] Talmn 1974 , yaitu bahwa istri Juga berkewajiban untuk 

rnernelihara anak-anak, ulltuk rnembebashlll tergugat. 

Paktor-faktor di atas kemudian mendorong diguna.J.::annya sarana pasal 304 

KlJHP, sehingga perkara yang tadinya perkara perdata meIUadi perkara pidl:Ula, 

asalkan hal itu tidak rnenyalahi asas legalitas dan perbuatan terse but telah 

dijangkau olf;!h pasal 304 KUHP. 

b. Akibat dari perbuatan seorang ayah yang tidal< mernberi nafkah sekaligus memba­

wa beberapa haIia kekayaan. rnenyebabkan seorang allak dalarn keadaan terlantar, 

sekaJigus menempatkan posisi anak sebagai pihak yang dirugikan . Narnun, secara 

yuridis, seorang anak hanya dapat menuutut berdasarkan gugatan alimentasi, di 

sarnping itu upaya penuntutan harta kekayaan yang berada dalarn keklla~a;m 

seorang <iyah ol~h seorang allak pro~esnya sangal rumit dan tid<.ik efisi en. 

S ~\hingga , unluk m~njaga efisiensi , digunablnlah upaya rnelalui lembaga sita 

marilaal dengml memper(imbangkan segaJa keuntungan dan kel~mahannya. 

2. Saran 

a. PerrnaRaJahal.l yang ada yailu tC'n1aJ18 bagairnann !Omanl perkara perdata menj arli 

sdat efektivita.Roya (bp;.jl clip ert~Uly:1bn . iJntuk itu, pedll admtytl sua.tu kcft~nl11 ~m 

dalam hukllm perdllhl (k111ls11snya (1:1 1am hllJ ini adahlh eu P,;rk<iwimm No 1 Tahlm 

19'14), yang selain meml1at flllTllISan huJmn-t yang jE' lllS mE'ngenai kcwl1j ihan orang 

pelimpahan perkara perdata menjarli pcrkara pidana. PenJmusan sanksi yang tegas 
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itTl haros dalarn kapasitas penegakan terhadap aturan tentang kewajiban orang tua 

itll, yakni deug<m meniIllbulkall rasa j ~!ra pada pelakllnya Dengan adanya 

pelimpahan perkara perdata m~njadi perkara pidana, maka kondisi itu 

memmjukkan tidak adanya kepastian hukum, dan jika hal itu semakin berlarut­

tarot, maka dapat mengaburkan fimgsi dan peranan hukum perdata dalam rangka­

rnenjamin hak-hak perseorangan dan penegakan keadilan 

Selanjutnya kepada pejabat-pejabat pengadilan, agar Juga memperhatikan 

kepentingan peIlggugat sebagai pihak yang dirugikan yang bukan hanya dipandang 

dari segi kebutuhan rnateri saja, tetapi juga kerugian moril yang ditimbulkan oleh 

ptlrbuatan itll. 

b. Jika berbicara dari rasa keadilan, maIm suatu kondisi kehidupan yang teri<mtar 

yang dialami ol t"h '111<1k ::tkibal. perbnatan Dlt"J lalaik<lll kew~jiball oleh <tnak ualam 

hal pemberian natkah dan memh:-tw{l selia beberapa harta kekayaan di mmw m-mg' . 

ganti rugi y<l118 dibt~ ljk(1l1 fi dak st'-s ll <Ji d011gml kerugiall y<mg diderila, w:-lka 

perlunya adwrya snatu illlkllJn Y' ll j .~ lcbih l l)(> r~i:-Irll in dW1 nw1j ndlJllgi ltak 0~n 
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